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BAB IV
NEGARA DAN PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM

PANDANGAN ABDUL KAHAR MUZAKKAR

4.1 KEHIDUPAN ABDUL KAHAR MUZAKKAR
4.1.1 Masa Kecil Sampai Menjadi Seorang L ethan Kolonel

Abdul Kahar Muzakkar lahir pada tanggal 24 Mare1 @i Desa Lanipa,
kecamatan Ponrang Kabupaten Luwu (dekat Palop@auliai Barat laut Teluk Bone.
Semasa kecilnya, Kahar Muzakkar lebih dikenal ddeluarga dan masyarakat di
Desanya dengan namiaa Domengyang berarti pemairdomino. Syihabuddin
(2006:96) menjelaskan bahwa, dia diberi nama demikarena ayahnya sangat
menyukai permainan domino. Adapun orang tuanya dmean Malinrang yang
merupakan seorang petani yang cukup mampu, se@etoginan bangsawan dan
tergolong pada aristokrasi rendah (Al Chaidar, 142(B4).

Dalam strata kerajaan Luwu saat itu, kedua oraramy@ tergolongto
maradekaatau orang yang merdeka. Mereka mempunyai sawakataa yang luas
dan kemampuan dagang yang mereka miliki, maka kgduha Domeng menjadi
keluarga yang disegani. Dalam Syihabuddin (2006:8@&)g orang tua La Domeng
setidaknya tergambar dari ungkapan berikut i@rdhg baik-baik dan memiliki

usaha, makanya dia itu mempunyai kehidupan ekontehih tinggi dar rata-rata
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orang sekampunya. Mungkin pak Kaharlah yang pertakaéi naik sepeda”
(Syihabuddin 2006:96).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Abdul Kahar Muzakk#pestuk oleh tradisi
yang sangat kental dan berpengaruh, yaitu tradésiaj&an Luwu. Meskipun
keluargannya hanya termasuk aristokrat kelas ba{®drbara Sillar Harvey,
1989:434). Semenjak kecil dia sudah menunjukanatalagh ciri-ciri sebagai pejuang
dan pembela. Dia senang bermain-main perang-perag@gan teman sejawatnya.
Oleh karena itu, dalam segala hal dia sering dijidebagai komandan (Syihabuddin

2006:97).

¥aar kduzakiar, Panglira Dhrei Hazmuddn Megars
KHam: ndon ekl

Gambar. 4.1 Abdul Kahar Muzakkar
(Diambil darihttp://id.wikipedia.org/wiki/Abdul_Kahar_Muzakkar&g=__zh-[18
Juni 2011])
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Dengan kedudukan dan kemampuan orang tuanya sedsgang pedagang
yang cukup kaya. Pada saat usianya mencapai tuglds liahun, orang tua La
Domeng mempersiapakan biaya pendidikan yang sabgatr agar ia bisa
melanjutkan pendidikan di Pulau Jawa, yaitu di kaw@. Maka ia dikirim ke
Surakarta untuk belajar di sebuah sekolah Pergusleam Mu’allimin (Kweekschool
Muhammadiyah) dari tahun 1938 sampai tahun 194llhaRi tersebut dianggap
paling tepat karena daerah asalanya juga merugmsas Muhammadiyah.

Semenjak sekolah disana, Abdul Kahar Muzakkar mbkxkenalan dan
bersentuhan dengan ide-ide pembaharuan yang dibalgh tokoh-tokoh
Muhammadiyah di sekolahnya. Selama menempuh p&adididisana, ia sempat
menjadi pemimpin lokal Hizbul Wathan (HW) yang nmeatkan gerakan kepanduan
Muhammadiyah (Van Dijk, 1983:142).

Ketika menempuh pendidikan tersebut, dia mendapatkarang guru yang
mempunyai kecintaan luar biasa terhadap ilmu damlyang bernama Abdul Kahar
Muzakkir. Selain seorang agamawan, dia juga seorsegarawan. Abdul Kahar
Muzakkir inilah yang telah mencerahkan pemikiranrden dialah orang yang
dianggap telah menginspirasi La Domeng sehinggaangan dinisbatkan kepada
gurunya menjadi Abdul Kahar Muzakkar (MattuladaadalSyihabuddin, 2006:98).

Dalam perjalanan hidupnya di Solo, Abdul Kahar Mdza akhirnya bertemu
dengan gadis pujaan hatinya, seorang gadis keturBeklnda yang bernama Cory
Van Stevanus dan ia menikah dengannya. Dikutip dawancara Cory Van

Stevanus dalam Syihabuddin (2006:99) bahwa :
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Dia berhasil dalam berkeluarga dan disegani kaddaaseorang yang
pemberani, tegas serta jujur. Pemberani, pantamglunwdan teguh pendirian,
itulah sifat dan karakter Kahar Muzakkar yang diakarang-orang
terdekatnya. Saya Cory Van Stevanus, mempunyaingamatersendiri saat
pertama kali Kahar Mengagumiku. Saya adalah wdnda Belanda adalah
puteri kepala Pabrik gula Gondang Legi Klaten, AdnBernard Van
Stevanus. Kami menikah pada tahun 1948 dan dilkarénorang anak. Kini
saya tinggal bersama putera bungsuku di Cinere,art3ak Selatan.
(Syihabuddin,2006:99).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Surakastakembali ke daerah
asalnya dan bekerja pada pemerintahan Jepang tebegawai pemerintahan
(Nippon Dohobydi Makasar (Ujung Pandang). Namun tidak lamaeeata ditanah
kelahirannya tersebut, ia mengalami bentrokan derkggala adat setempat yang
dikarenakan Kahar Muzakkar terpengaruh oleh pahamdemisme Islam yang
dibawanya ketika sekolah di Jawa.

Menurut Van Dijk (1983:144), tidak terlalu diketahmengapa Kahar
Muzakkar sampai menimbulkan amarah para ketua @didaha. Tetapi informasi
yang didapat bahwa Kahar muzakkar dituduh telahgimesut para ketua adat dan ia
mengutuk sistem feodal yang berlaku di Sulawesiat8el dan menganjurkan
dihapuskannya aristokrasi. Sehingga dengan tesjadbentrokan tersebut, maka
Kahar Muzakkar tidak disukai oleh para ketua adat Hukuman atas kerusuhan
tersebut adalah dengan dibuang dari pulau kelatyearatau diasingkan seumur
hidup.

Dalam tayangan Tvone pada tanggal 18 Juni 2014takkn bahwa Kerajaan

Luwu merasa terhina oleh sikap dan perbuatan Kishemakkar pada saat itu. Dan

menurut Andaya dalam AL Chaidar (1420 H:134) magkdn bahwa pada tahun itu
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Hadat atau Dewan yang memerintah dari Kerajaan Lovemjatuhkan hukuman
Ripaopangitanankepada Kahar Muzakkar atas sikap dan perbuatanBgaara
harfiah kataRipaopangitanarberarti "menurunkan seseorang atau sesuatu ditanah
atau dengan kata lain memperlakukan seorang bagégkah mati. Sehingga jika
seseorang mendapatkan hukuman tersebut maka ieddaang dan dianggap telah
mati, dan ikatan dirinya dengan anggota masyarBkafis-Makasar yang lainnya
dianggap terputus.

Atas dasar hukuman tersebut, maka Kahar Muzakkpakea kembali ke
Surakarta sekitar tahun 1943 dan memulai hidup #isana. Di Surakarta ia menjadi
seorang pedagang dengan membuka toko yang ia imeifldsaha Semangat
Muda”. Dalam sumber lain diceritakan pula bahwa tidakebgpa lama Kahar
Muzakkar tinggal di Surakarta, ia pun pindah ke yad@rta dan kembali belajar di
Taman Siswa.

Ketika proklamasi kemerdekaan Indonesia di prokikam oleh Soekarno dan
Hatta, Kahar Muzakkar pada saat itu sudah beradmldirta. Menurut Van Dijk,
Kahar Muzakkar ikut turut serta dalam perjuangamdwelekaan Indonesia. Karena
pada saat itu ia bergabung dengan Pemuda Mentedgr8Barisan Pelopor. Dalam
perjalanan perjuangannya itu Kahar Muzakkar merapagalah seorang barisan
pengawal Soekarno ketika Presiden Soekarno menykanpaidato di lapangan
Merdeka Jakarta pada tanggal 19 September 1945.

Menjadi seorang pengawal Soekrano pada saat itoarKisluzakkar sendiri

menceritakan dalam bukunya yang dikutip Van Dij®83:144) bahwa ia merasa
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bangga karena hanya dirinya satu-satunya orang padg saat itu bersenjatakan
golok, yang siap melindungi Soekarno dan MohammatiaHdari serangan bayonet
serdadu Jepang yang berusaha membubarkan pertemuan.

Sesudah proklamasi kemerdekaan Indonesia, KaharalMae terus aktif
dalam organisasi pergerakan dan perjuangan merhpakan kemerdekaan. la
menjadi salah seorang pendiri suatu organisasi gardari Sulawesi yang berada di
Jawa, yaitu Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi (§EP&da tanggal 21 Oktober
1945, GEPIS bergabung dengan suatu organisasi pefuidwesi yang lain yaitu
Angkatan Pemuda Indonesia Sulawesi (APIS). Dan &emhganisasi ini akhirnya
melebur dan menghasilkan organisasi baru yang bernEebangkitan Rakyat
Indonesia Sulawesi (KRIS).

Dalam organisasi KRIS ini, Kahar Muzakkar diangkae¢njadi sekretaris
pertama KRIS sedangkan ketuanya adalah A. RatuldDgiam kedudukannya
sebagai sekretaris, Kahar Muzakkar ditugasi médgiricabang-cabang di Jawa
Tengah dan Jawa Timur. Alasan dibentuknya KRISadaentuk pembelaan diri
dari sebagian warga Sulawesi yang dianggap pradapgiBelanda pada masa perang
Dunia Kedua, sehingga dengan pembentukan KRISkii&mielawan Belanda adalah
pembuktian masyarakat Sulawesi yang ada di Jawavébaimereka bersedia
bertempur melawan Belanda dan berpihak pada Répuidionesia (Syafaruddin
Usman, 2010:14).

Setelah lepas dari organisasi KRIS, Kahar Muzakkampunyai peranan

yang sangat penting dalam membentuk Batalyon Kasamdonesia (BKI) pada
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akhir Desember 1945. Pasukan yang tergabung dalamalyBn ini adalah para
tahanan dari Nusakambangan Cilacap yang kemudizaridatihan militer secara
singkat dan dipersiapkan oleh Kahar Muzakkar umhénjadi pengawal Presiden
Soekarno pada waktu pemerintah Republik Indonesmlap dari Jakarta ke
Yogyakarta.

Perkembangan awalnya memang pasukan Batalyon leskitdonesia (BKI)
ini ditugaskan sebagai pengawal Presiden Soekaada paat perpindahan tersebut,
namun kemudian ada perubahan nama menjadi pas@tak gepat Penyelidikan
Militer Khusus PMC yang dipimpin oleh Kolonel ZullkiLubis di Yogyakarta.
Selanjutnya, Kahar Muzakkar aktif pula dalam memgg@enyusupan para pejuang
dari Jawa ke Sulawesi dengan menggunakan perahbtpedimana pada saat itu
Belanda telah menegakan kembali kekuasaanya dw8silaDan pada tanggal 24
Maret 1946, Kahar Muzakkar mendapat kuasa pendtpdaglima Tentara Republik
Indonesia yaitu Jenderal Sudirman untuk membenteitara Republik Indonesia
Persiapan di Sulawesi (TRIPS). Dan dalam upaya patakan pasukan tersebut, ia
banyak mengambil pasukan dari BKI (Van Dijk, 198&)1L

Atas dasar kuasa tersebut maka penyusupan patgagem dari Jawa ke
Sulawesi semakin ditingkatkan. Pada mulanya senauglén dengan lancar dan
hampir 1200 orang prajurit berhasil dikirimkan, nampada akhirnya kegiatan
penyusupan tersebut terhenti karena digagalkan \Westerling. Sehingga harapan
pasukan Republik di Sulawesi sedikit suram. Selpagesar pejuang yang datang

dari Jawa tertangkap dan dibunuh dan sebagianyikembali ke Jawa.
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Dalam masa perjuangan ini nama dan kedudukan TRRRBES beberapa
kali mengalami perubahan. Pada bulan Novemberk figi@ma setelah diadakannya
Perjanjian Linggarjati, namanya berubah menjadiykas Sulawesi. Bersamaan
dengan itu, Kahar Muzakkar dan anak buahnnya diilhachembentuk pasukan
penggempur sendiri yang bernama Barisan Berani (B&M). Pasukan BBM ini
diambil dari pasukan terbaik TRIPS (Matulada dalan Dijk, 1983:148).

Sebagai lasykar, Lasykar Sulawesi diintegrasikamldam Biro Perjuangan
Kementrian Pertahanan dan selanjutnya menjadi Resikasanuddin. Sehingga
penggabungan ini mengandung arti bahwa kekuasaen Laisykar Sulawesi atau
Resimen Hasanuddin pada pokoknya terletak pada Kieiae Pertahanan bukan
pada Panglima Tentara Republik. Ketika pada bulam 1947 Tentara Republik
berubah nama menjadi Tentara Nasional Indonesial)(Tddin semua Lasykar-
Lasykar diwajibkan bergabung didalamnya sehinggearse otomatis Resimen
Hasanuddin berubah menjadi Brigade 11.X bersama@aehasykar-Lasykar lainnya
dari pulau-pulau luar Jawa yang berjuang di Jawa.

Brigade 11.X ini merupakan bagian dari KRU-X (Kesah Reserve Umum).
Nasution menjelaskan bahwa ia sebagai Kepala Speradi Tentara Indonesia
menginginkan KRU-X menjadi suatu kesatuan yanghtegrasi dengan baik dari
semua Lasykar seberang yang bergerak di Jawa.rRaldaya rencana Nasution ini
gagal karena adanya permusuhan antar para kom&odamdan Lasykar yang

menyebabkan setiap daerah mempunyai Brigade masasgig. Namun pada tahun
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berikutnya usaha Nasution ini berhasil dan peleburasykar-Lasykar tersebut
melahirkan sebuah Brigade baru yaitu Brigade XVI.

Brigade XVI ini merupakan komponen yang terdiriicdBrigade [1.X Kahar
Muzakkar, dan Brigade I. X yang dipimpin oleh J.Eribuw. Selain itu J.F Warouw
juga bertindak sebagi komandan Brigade XVI yangupalan Kahar Muzakkar
sebagai orang kedua dalam pimpinan, sedangkan WaNtje Sumual diangkat
sebagai kepala Staf.

Setelah aksi militer Belanda yang kedua, terjaditegpeangan natar J.F
Warouw dengan Kahar Muzakkar yang menyebabkan pasyk terpisah. Kahar
Muzakkar dan anak buahnya setelah beroperasi ¢ Jawur pergi ke Yogyakarta,
sedangkan J.F. Warouw dan pasukannya tetap tidgdalva Timur. Ketika di Jawa
Tengah, Kahar Muzakkar kembali bertentangan dekgamandannya, yaitu Kolonel
Soeharto. Karena pertentangan tersebut maka KaharakWar ditegur dan
diturunkan pangkatnya. Sampai pada tahun 1949 dekgdudukannya sebagai
Komandan Komando Grup Seberang ia kembali dingdeargkatnya menjadi Letnan

Kolonel (Van Dijk, 1983:150).

42 LATAR BELAKANG GERAKAN DAN PEMIKIRAN POLITIK ABDUL
KAHAR MUZAKKAR
4.2.1 Situasi dan Kondisi Politik Indonesia Tahun 1950an
Berbagai masalah kehidupan di Indonesia pasca ugvtéhmpak muncul

kepermukaan di awal tahun 1950-an. Masalah yangokpakdalah bagimana
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seharusnya sebuah negara dikelola dan sistem agacgaok untuk indonesia yang
sangat beragam. Keberagaman itu bukan saja daetsis atau suku bangsa yang
berdiam didalamnya, tetapi juga pada keberagamamkpan. Konsekuensi dari
keberagaman tersebut adalah munculnya permasatithenbagai bidang kehidupan
seperti politik, sosial, ekonomi dan kestabilaafalya roda pemerintahan negara.

Untuk beberapa dekade setelah revolusi, permasatarsebut telah menjadi
hal rumit yang tidak mudah untuk dipecahkan. Konditam revolusi tidak
memberikan kesempatan kepada para pemimpin Indonestuk melakukan
pembenahan terhadap kemungkinan-kemungkinan perbenpemikiran tersebut.
Rentetan peristiwa antara tahun 1945-1949 dalamgh@etapi gempuran Belanda
baik di medan pertempuran maupun di meja perundingelah mengalihkan
sebagian besar konsentrasi pemikiran para pemirtpinuntuk menyelesaikan
berbagai permasalahan dalam bidang-bidang kehidtgraabut. Akibatnya, tahun
1950-an lebih banyak diwarnai dengan perdebatarg yaenjurus pada proses
disintegrasi.

Menjelang berakhirnya tahun 1949, setidaknya textdiga permasalahan
politik yang muncul ke permukaan. Beberapa masé&abebut adalahpertama,
pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) padaurt 1948, kedua
terbentuknya PDRI (Pemerintahan Darurat Republiklohesia) dan ketiga
terbentuknya Negara Indonesia Serikat (RIS). Palahs tersebut semakin
bertambah kompleks dengan terbentuknya UUDS 195f&ag berlaku kurang lebih

9 tahun yaitu antara tahun 1950-1959 (Marwati Dgueri 993:205).
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Permasalahan yang pertama yakni berkenaan dengabepmtakan PKI.
PKI yang pernah melakukan pemberontakan terhadmése pada tahun 1927, pada
tahun 1948 melakukan hal yang sama terhadap N&gmsatuan Republik Indonesia.
Pemberontakan itu dilakukan ketika bangsa Indonessdang berkonsentrasi
menghadapi kekuatan Belanda dengan agresi mildaersghingga konsentrasi
angkatan darat menjadi terpecah, selain harus raelagresi Belanda, meraka pun
harus menumpas pemberontakan PKI Madiun terseleagkpianatan PKI itu bagi
masyarakat Indonesia tidak mudah untuk di maafd@maS Sedjarah Angkatan
Darat, 1985:148).

Belum tuntas masalah PKI, pada tanggal 19 DesemBdB8, Belanda
melancarkan Agresi militernya yang kedua, dalammidelanda berhasil menguasai
ibu kota Republik Indonesia yaitu Yogyakarta, daenagkap beberapa pemimpin
Indonesia termasuk Presiden dan wakil Presiderke®oe dan Hatta. Akibatnya roda
pemerintahan beralih ke Sumatera di bawah pimpManrSyafrudin Prawiranegara
yang sebelumnya menjabat sebagai menteri kemakmuarkh masalah yang kedua,
yakni dengan mandat dari presiden tersebut, Syafratembentuk PDRI yakni
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Sumatiara memproklamirkannya
pada tanggal 22 Desember 1948. Syafrudin tampdgagltketua, PDRI berpusat di
Bidar Solok, Sumatera Barat (Ricklefs, 2004:204).

Dengan bantuan pihak Internasional lewat KMB, m@aanda akhirnya
mengakui kedaulatan Indonesia, nhamun hasil korderesrsebut Indonesia harus

mengubah Negara kesatuan republik Indonesia meRjepliblik Indonesia Serikat.
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Inilah permasalahan yang bisa dikatakan membawaggpeh terhadap situasi
Indonesia pada tahun 1950-an.

Selain situasi dan kondisi tersebut, masalah yakdalah pentingnya yang
ikut mewarnai suasana perpolitikan di Indonesiaapadat itu adalah masalah
rasionalisasi dan reorganisasi satuan-satuan angkatan Darat (AD) atau biasa
disingkat RARE. Dalam RARE ini dilakukan penciutaemutasian para perwira dan
penghapusan kesatuan-kesatuan, seperti penghakesstnan Benteng yang terdiri
atas empat Batalion. Brigade ini kemudian diciutkaenjadi satu Resimen yakni
Resimen IV Sumatera.

Memasuki tahun 1950, permasalahan semakin menm@adipleks, dimana
terjadi perubahan Undang-Undang dasar dengan y@hbndang-Undang sementara
1950. Perubahan itu juga membawa dampak pada emissstem penyelenggaraan
negara, yakni dari sistem presidensial menjadesigharlementer. Perubahan sistem
penyelenggaraan negara ini pada waktu-waktu setgjusangat besar dampaknya
terhadap kelangsungan pemerintahan negara danupatretengaruh-pengaruh elit-

elit politik (Dinas Sejarah Angkatan Darat, 197221

4.2.2 Sulawes Selatan Tahun 1950an

Di Sulawesi Selatan, menurut Barbara Sillar Har¢#989: 104) gerakan
nasionalis cenderung terlihat tidak siap untuk mekipmirkan kemerdekaan
Indonesia jika dibandingkan dengan daerah-daeratnyla seperti Jawa dan

Sumatera. Sedangkan Sekutu dan pejabat Belandaspat#u terlihat sangat siap
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untuk memegang kekuasaannya kembali di SulawesihdJgkaum nasionalis untuk
menegakan kekuasaan Republik Indonesia yang barokthmasikan itu, sedikit
terhambat akibat lemahnya gerakan kaun nasiodadigerah ini. Jumlah kaum
nasionalis hanya sedikit dan mereka terpecah belah.

Ketika Republik Indonesia memproklamasikan kemedanya pada tanggal
17 Agustus 1945, delegasi Sulawesi untuk PPKI (RaRmersiapan Kemerdekaan
Indonesia) sedang berada di jakarta. Sehingga pasenalis lain yang ada di
Sulawesi, tidak berani untuk mengambil tindakanekeh mereka kembali. Karena
komunikasi mengenai proklamasi kemerdekaan Indangsta saat itu sangat sulit
masuk ke Sulawesi.

Sulawesi Selatan selama revolusi fisik tahun 1998Imerupakan salah satu
daerah penting karena menjadi tempat perlawanamggatbat di luar Republik yang
menentang pengembalian kekuasaan Belanda di Indon®slain itu, Sulawesi
Selatan pun menjadi markas besar yang paling bérkegndiantara negara-negara
federal yang disponsori Belanda, yaitu Negara led@Timur (NIT) (Barbara Sillar
Harvey,1989:106).

Kehebatan perlawanan pro-Republik di Sulawesi Seléidak diduga oleh
pihak Belanda, dan ternyata sangat membahayakaekanetalam melaksanakan
rencananya yaitu mencoba suatu hubungan baru demgeyarakat Sulawesi.
Hubungan baru ini diusulkan oleh pemerintahan Bkagaitu Letnan Gubernur
Jenderal Van Mook supaya dibentuk suatu negaradedizdonesia, dalam suatu

persemakmuran dengan kerajaan Belanda. Sekalipurinigpada hakikatnya tidak
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dapat diterima oleh Republik, karena dianggap sabeanjutan dari kebijaksanaan
lama berupdmemecah belah dan menguasaNlamun, usulan tersebut dipakai oleh
tokoh nasionalis Indonesia sebagai dasar perundidga menghasilkan perjanjian
Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947.

Pemerintah Belanda tidak ingin menunggu lama teiogp persetujuan ini,
tetapi langsung meneruskan rencananya sendiri mentbaegara federal Indonesia
Timur yang dipilih sebagai daerah tempat negarsgabguertama yang akan dibentuk.
Karena kekuatan militer Belanda sangat kuat didairia yang meliputi Ambon dan
Minahasa yang merupakan sumber pengerahan tenagaa uintuk KNIL. Dan
Belanda cukup pintar dalam menilai gagasan negatardl ini akan menjadi daya
tarik bagi rakyat di luar pulau Jawa yang jumlahjagdn lebih besar.

Negara Indonesia Timur (NIT) adalah unit pertamai danit-unit yang
disponsori Belanda untuk mendirikan Republik Indae Serikat (RIS) yang
direncanakan. Dan merupakan negara bagian yanggpbérkembang dan paling
otonom diantara unit-unit ini.

Untuk mendirikan NIT mula-mula Belanda harus mampgiskan perlawanan-
perlawanan pro-Republik di Sulawesi Selatan, yapgupakan daerah paling banyak
di Indoensia Timur dan Ibu kotanya yaitu MakasaglaBda mencoba mencari dan
memberikan keuntungan, sehingga sekitar Novembdb I8erhasil meyakinkan
Nadjamoeddin Daeng Malewa untuk menerima kedudukebagai konsultan

komersial bagi NICA.
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Persaingan dikalangan aristokrasi juga digunakdan8la untuk mendapatkan
kerjasama dengan sejumlah bangsawan terkemuka. li&dogirapa orang tawaran
kedudukan dalarfladat tinggidan dewan-dewan Raja yang merupakan badan utama
yang digunakan oleh Belanda sebagai saluran unélikksanakan kekuasaan mereka
di Sulawesi Selatan. Dan hal ini merupakan peramgggang cukup kuat (Barbara
Sillar Harvey, 1989: 105).

Dengan berbagai rencana dan tipu muslihat Belantga banyak para
bangsawan yang akhirnya bekerja sama dengan Bettard#erjadinya perpecahan
diantara mereka. Banyaknya para bangsawan yanBglamda dan setuju dengan ide
dibentuknya Negara Indoensia Timur, maka pada B&akmber 1946 para delegasi
dari Indoensia Timur berkumpul di Denpasar untukdigkan NIT.

Diskusi mengenai pembentukan NIT ini dimulai dalkamferensi Malino,
tanggal 15-25 Juli 1946, dilanjutkan dengan konfsrd®angkalpinang, tanggal 8-9
Oktober 1946, dan puncaknya pada tanggak 24 Desebdd® dalam konferensi
Denpasar dengan diprolamasikannya Negara Indomesi#.

Seiring dengan dibentuknya Negara Indonesia Timuaka perlu adanya
presiden NIT. Pada saat itu ada tiga calon untb&tgn presiden NIT, yaitu : Anak
Agung Gde Sukowati, yang merupakan seorang bangsBata berpendidikan baik
dan menyetujui bentuk pemerintahan federal demiekipgan otonomi daerah.
Selanjutnya yaitu Tadjuddin Noor, orang bugis d&alimantan yang merupakan
seorang nasionalis yang aktif di Makasar sejak rtah844. Dan Nadjamoeddin

Daeng Malewa adalah seorang nasionalis Makasar tidalg pernah membiarkan



81

prinsip-prinsipnya menghalangi kesempatannya. Restaungutan suara, Sukowati
mendapat mayoritas suara yang diperlukan dan iaitem menunjuk Nadjamoeddin
untuk menjadi formantir kabinet. Kabinet NIT pertanyang dikepalai oleh
Nadjamoeddin sebagai perdana menteri merangkapememtisan perekonomian,
dilantik di Jakarta pada tanggal 31 Januari 194¢#1{8ra Sillar Harvey 129).
Sehingga sejak dibentuknya NIT pada tahun 1947 sam®49 Sulawesi
Selatan dan daerah sekitarnya berada dalam cengikrBelanda sehingga kondisi
seperti itu menyulitkan rakyat yang pro-Republikuknbergerak melawan Belanda.
Melihat kondisi seperti itu, tokoh nasionalis dwdakhususnya yang berasal dari
Sulawesi berusaha untuk membentuk pasukan dan nmekannya ke Sulawesi yang
diharapkan dapat membantu perjuangan melawan BelaNthka dari sinilah

dimulainya ekspedisi-ekspedisi pengiriman pasulkanJawa ke Sulawesi.

4.2.3 Ekspedis Gerilyawan dari Jawa ke Sulawes Selatan

Ketika perang kemerdekaan telah usai, masalah barus dihadapi oleh
pemerintah Republik Indonesia. Masalah yang dimédksdalah apa yang dikenal
dengan masalah gerilya. Sebenarnya masalah peapelagerilya ini terjadi hampir
diseluruh provinsi yang telah dibentuk pada saatNamun, berbeda dengan masalah
gerilya di Sulawesi Selatan yang berkembang senrakiit, sehingga membutuhkan
waktu lama untuk menyelesaikannya.

Yang dimaksud gerilyawan-gerilyawan ini adalah pasdgpasukan yang

dikirim dari Jawa ke Sulawesi Selatan pada masalusv Hal ini dilakukan karena
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melihat posisi Sekutu atau Belanda yang semakihdiugaerah ini. Pemerintah pada
saat itu menyadari kurangnya fasilitas perlawarethadap Belanda di Sulawesi
Selatan. Oleh karena itu diantara pemimpin perlawanli Sulawesi Selatan

merencanakan untuk meminta bantuan dari Jawa. Bbharépa rombongan segara
diberangkatkan ke Jawa untuk rencana tersebut (Aabaggong, 1990:180).

Dilain waktu, sebelum rombongan dari Sulawesi @eldtba dan meminta
bantuan ke Jawa, pasukan di Jawa sebenarnya teatpemsiapkan pasukan yang
memang disiapkan untuk membantu perlawanan rakydaw®si menghadapi
Belanda. Pasukan ini sebenarnya memang merupakéndaerah Sulawesi Selatan
sendiri yang berjuang di jawa. Pasukan-pasukarelatsantara lain pasukan di
Surabaya yang telah mengorganisasikan pasukannyadn8KR-Laut Surabaya, di
Jakarta yang dipimpin oleh Abdul Kahar Muzakkar gyaa juga sebagai sekretaris
KRIS telah mempersiapkan pasukan tempur yang aagguwgotanya merupakan
bekas tahanan dari Nusakambangan. Sedangkan ustkhdsemarang dan Cirebon
telah dibentuk BKR-Laut kelasykaran KRIS yang dipimoleh Andi Penyamin,
Bebasa Daeng Lalo dan Her Tasning. (Anhar Gongd6849;181).

Ketika rombongan Andi Mattalatta dan Saleh Lahaampai di Jawa, dan
bertemu dengan Presiden Soekarno untuk melapottkesisperlawanan di Sulawesi
Selatan, presiden menyarankan untuk menemui percaeateri Syahrir dan
panglima Besar Sudirman. Dalam pertemuan bersarahrigylan Sudirman itulah

maka terjadi hubungan dengan Abdul akhar Muzakkangy pada saat itu
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berkedudukan sebagai komandan Batalyon kemajuamésth yang berada dibawah
komando Brigade pendidikan Intel pimpinan Zulkiflibis.

Setelah beberapa pertemuan dan perbincangan mengeg&ah-langkah
yang harus ditempuh guna memperkuat perlawananldiv8si Selatan, maka Andi
Mattalatta dan Abdul Kahar Muzakkar mengusulkan akiep panglima Besar
Sudirman agar membentuk Tentara Republik Indon@dil) Persiapan Sulawesi
Selatan untuk diberangkatkan ke Sulawesi.

Usulan tersebut diterima panglima Besar Sudirmaahkén rencana ini
menjadi suatu agenda dari Markas Besar Tentaragdpediterimanya usulan tersebut
maka pada 16 April 1946 dikeluarkan sebuah kepuatisanglima Besar Sudirman
yang menugaskan Abdul Kahar Muzakkar, Andi Mattaldian Saleh Lahade untuk
(Anhar Gonggong,1990:183).

1. Melakukan persiapan dalam pembentukan kader dawkgaslengkap
dengan peralatan tentara yang akan diberangkatiezarss ekspedisi ke
Sulawesi.

2. Membentuk Tentara Republik Indonesia (TRI) di $dsi Selatan
dengan kekuatan dan organisasi satu divisi, hirsgg@aan yang terkecil,
guna menegakan dan membela republik Indonesia.

3. Menyampaikan laporan hasil tugasnya kepada Pangesar.

Berdasarkan surat keputusan Panglima Besar tersetaka diadakanlah
reorganisasi kekuatan-kekuatan bersenjata diap&wang-pejuang yang berasal dari
Sulawesi Selatan. Dan struktur organisasi dari P&siapan diciptakan bersama
susunan personalia pimpinan TRI-Persiapan Sulawssiialah Abdul Kahar

Muzakkar sebagai Komandan berpangkat Kolonel, Aviditalatta sebagai wakil

Komandan dan Saleh Lahade sebagai kepala Staf.dDamcanakan akan segera
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mengirim pasukan ke Sulawesi Selatan dengan thrtdiulu dilatih kemiliteran di
Yogyakarta.

Ekspedisi pertama ynag diberangkatkan ke Sulawelsita;m ialah yang
dipimpin oleh Muhammadong, berangkat dari Situbondoggal 27 Juni 1946,
namun rombongan ini gagal sampai di Sulawesi Sekdeena tertangkap di perairan
Bali. Namun ekspedisi berikutnya berhasil menddpaik di pantai ataupun
dipedalaman Sulawesi Selatan. Ekpedisi pasukanjalaa ke Sulawesi Selatan ini
berlangsung dari Juni 1946 sampai Maret 1947.

Kedatangan pasukan ekspedisi dari Jawa ke Sula@&sitan ini sangat
membantu dalam memperkuat pasukan-pasukan kelasykgmng sudah ada di
Sulawesi Selatan. Namun, ketika pasukan dari Jaelamb tiba dan masih
mempersiapkan ekspedisi, organisasi-organisasisf@san yang telah ada di
Sulawesi Selatan pun berusaha mempersiapkan dayusum kekuatan secara lebih
baik. Inisiatif ini datang dari pimpinan Kris Mudidandar , Riri Amin Daud bersama
dengan pimpinan PPNI. Dan pada tanggal 17 Juliatfeadl suatu konferensi di
Rannayana-Janeponto yang dihadiri oleh 19 kelaagpkatang ada di Sulawesi
Selatan. Konferensi ini berhasil mempersatukan didiam satu organisasi yaitu
Lasykar Pemberontak Republik Indonesia SulawesiPRES) (Anhar Gonggong,
1990: 187).

Kepemimpinana organisasi ini dipimpin oleh tokoketio perjuangan, seperti
Karaeng Jarung, Ranggeng Adeng Romo yang masingrgndgpilin sebagai ketua

umum dan komandan ketentaraan pasukan pertempuanansekretaris Jenderal.
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Sebagai suatu satuan organisasi kelasykaran, LABRM§at aktif dalam latihan-
latihan untuk meningkatkan perlawanan terhadaprigiela

Ditengah-tengah meningkatnya perlawana dari Belaedaadap LAPRIS,
Andi Mattalatta dan Saleh Lahade tiba di Sulawesatan dan langsung menyusun
rencana untuk membentuk suatu pasukan yang teisirgsecara militer dan mereka
berusaha untuk melakukan suatu pertemuan dengamperpemimpin organisasi
kelasykaran yang ada pada waktu itu. Maka diadakakdnferensi Patjetjekke yang
berhasil menyusun struktur dan personalia suatuisDIMRI ~di Sulawesi
Selatan/Tenggara atau Divisi Hasanuddin yang fterddari ~ (Anhar

Gonggong,1980:186):

Panglima Divisi : Andi Abdullah Abu Massepe
Kepala Staf : Mayor Andi Mattalatta
Wakil Kepala Staf : Mayor Saleh Lahade

Seksi | : Kapten Muhammadjsah
Seksi Il : Kapten Maulwi Saelan

Seksi lll : Kapten Andi Sapada

Seksi IV : Kapten Andi Oddang

Dalam Konferensi atau pertemuan itu pula dibentigia tResimen yang
masing-masing mempunyai daerah operasi yang dibayatketiga Resimen itu
adalah :

1. Resimen |, mempunyai daerah kekuasaan Pare-Paradakladan
Komandan Resimennya Andi Selle Mattola.

2. Resimen Il, mempunyai daerah kekuasaan Kota Makaksa daerah-
daerah sebelah selatan, dengan Komandan Resimé&ndypadjonga.

3. Resimen Ill, mempunyai daerah kekuasaan sebelalygéeam denagn
Komandan Resimennya Andi Djemma.
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Dari stuktur dan daerah kekuasaan yang telah terkedapat dilihat bawa
ada dua usaha untuk memperkuat perlawanan raky&uldiwesi Selatan yang
dilakukan melalui pertemuan atau konferensi yanpadiri oleh wakil-wakil
organisasi pejuang yang ada pada waktu itu. Peaentersebut juga melahirkan
organisasi baru yaitu organisasi kelasykaran dengam LAPRIS dan yang lainnya
Divisi TRI Sulawesi Selatan/Tenggara. Walaupun lkega memiliki perbedaan
yang mendasar, yaitu LAPRIS dibentuk oleh kesepakptra pemimpin-pemimpin
lasykar-lasykar tanpa suatu intruksi secara mijliteelainkan atas kesadaran untuk
mempersatukan kekuatan organisasi kelasykaran aeladat perlawanan rakyat
terhadap Belanda.

Sedangkan Divisi TRI Sulawesi Selatan tidak hanyerduk atas prakarsa
pemimpin-pemimpin lasykar yang hadir pada waktu s@ja, melainkan juga
dilakukan atas suatu surat perintah penugasan Markas Besar Tentara, yaitu
Panglima Besar Jenderal Soedirman.

TRI-Persiapan Divisi Hasanuddin di Sulawesi Selatanrupanya terus ada
sampai masa reorganisasi Angkatan Darat tahun 1D48. para pemuda dari
Sulawesi Selatan yang ada di Jawa selama tahun d4&#pai awal tahun 1948
kebanyakan bergabung dalam batalyon-batalyon Tiivdah Andi Mattalatta.

Sebenarnya dalam tubuh TRI Divisi Hasanuddin teatldpa organisasi yang
sangat berbeda, kelompok atau organisasi yang npertalah kelompok yang
merupakan inti dari TRl Hasanuddin yaitu anggotggmta BKI-nya Abdul Kahar

Muzakkar yaitu narapidana yang dibebaskan dari NKambangan. Beberapa
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diantaranya mungkin merupakan tahanan politik debetapa lagi adalah para
penjahat atau bandit biasa. Sehingga sebagian geloaari mereka sangat pandai
bertempur, tak kenal takut namun sedikit sulit irdiatur dan dikendalikan. Bahkan
banyak dari mereka yang buta huruf karena merelk therpendidikan sama sekali.
Namun sebagian lagi merupakan kelompok terpeld@n @emuda seperti Saleh
Lahade dan Andi Mattalatta yang pada umumnya beigian baik (Barbara Sillar
Harvey, 1989:144).

Sehingga dari perbedaan latar belakang dan tinuadidikannya tersebut,
maka pantaslah jika terjadi permasalahan antardya@®an-gerilyawan Sulawesi
Selatan pada kurun waktu selanjutnya. Jika memhbgkdn antara Saleh Lahade,
Andi Mattalatta dan Abdul Kahar Muzakkar, memangrakerlihat perbedaan yang
dominan apalagi dilihat dari tingkat pendidikan ¢anakter diri.

Saleh Lahade dan Andi mattalatta keduanya berasaBaru anak seorang
guru. Saleh sekolah di AMS atau sekolah menengdhnBa dan melanjutkan
sekolah ke sekolah tinggi pertanian di Bogor, empunyai bakat berpikir akademis
dan terkenal dengan analisa politiknya. Sedangkawdi AMattalata merupakan
pemuda yang aktif, ia seorang atlet dan pejuang y@nasal dari kaum bangsawan.
Sedangkan Abdul Kahar Muzakkar hanya berasal @duiekga tani rendah di Luwu,
bersekolah di Muhammadiyah Solo. Ketika masa Revatumembentuk organisasi
yang bernama Gerakan Pemuda Indonesia Sulawesi$p#ihg kemudian melebur
menjadi KRIS sedangkan pasukan khususnya adalaly&ij merupakan eks Nusa

Kambangan. Kahar Muzakkar tidak kenal takut, ndiaat susah diatur.
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Hubungan Kahar dan anak buahnya tampaknya merupaiaatip cinta
hubungan bapak dan anak buah. Sekalipun ia mergjaabwaktu di markas Besar
militer di Yogyakarta, Kahar sering kali mengunjusgatuan-satuan TRI di front. la
mempertahankan kewibawaan atas mereka, dan kesetmmeka kepadanya,
sekalipun mereka tidak berpendidikan militer form&esuai dengan pendapat
Barbara Sillar harvey (1989:146) bahwa itulah Ka¥lazakkar, mempunyai kualitas

pribadi kepemimpinan yang aneh yang tidak dapgardian.

4.2.4. Masalah Kesatuan Gerilyawan Sulawes Selatan (KGSS) dan K ekecewaan

Abdul Kahar Muzakkar

Pada saat pembentukan TRI Divisi Hasanuddin divda Selatan, Abdul
Kahar Muzakkar merupakan sorang Komandan yang nasagupasukan-pasukan
bersenjata dari satuan tersebut. Tetapi, pendiditan pengalamannya tidak
mempersiapkan dirinya untuk dapat bergaul dengate glemerintahan dan
cendikiawan dari Republik di Yogyakarta. Jika dithaugkan dengan Saleh Lahade
dan Andi Mattalatta, Kahar jelas kalah dalam halan seiring dengan perjalanan
revolusi ternyata veteran dan pasukan KNIL lebimdognonasi Angkatan Darat
dibanding para lasykar-lasykar rakyat dan badajuaegan yang dianggap kurang
jelas (Anhar Gonggong, 1990: 193).

Kedudukan Abdul Kahar Muzakkar sendiri dalam Bierj®angan terancam

oleh rencana reorganisasi dan Rasionalisasi teptta tahun 1948, suatu rencana
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dalam tubuh Angkatan Darat yang pelaksanaannya b&eakibat jauh diseluruh
Indonesia. Dengan mengesampingkan implikasi lelesdab dari rencana itu untuk
membubarkan atau mempersatukan semua satuan be&seonreguler kedalam
tubuh  TNI, pengaruhnya terhadap TRI-Persiapan ialatengintensifikasi

antagonisme hakiki antara kedua kelompok dalans&anya (Barbara Sillar Harvey,
1989:177).

Dari bulan Mei sampai September, Staf Umum Angkd&anat melakukan
perundingan dengan kepala Biro perjuangan, Maymidelal Djokosujono mengenai
rencana pemerintah Hatta tentang reorganisasi AagkBarat. Sebagai langkah
pendahuluan, satuan-satuan yang terdiri dari ooaagg yang berasal dari luar
Republik (dalam hal ini yang berasal dari manapecukli Jawa dan Sumatera) yang
dikenal sebagalasykar Seberangakan dijadikan satu kesatuan yang diberinama
Kesatrian Reserve-X (KRU-X), yang didalamnya teérdari TRI-Persiapan, KRIS,
ARLI Divisi VI dan termasuk diantaranya pasukantpas yang terkait.

Pada awal September KRU-X kemudian dimasukan keddlill, sebagai
Brigade XVI. Brigade XVI ini berisi orang-orang yankembali dari Jawa ke
daerahnya untuk berjuang melawan Belanda di Sulawl@s memang beberapa
orang dari Brigade XVI memang kembali ke Sulawesdatn tahun 1948 dan 1949.

Letnan Kolonel lembong, ditunjuk sebagai Komandasugan gabungan ini.
la seorang perwira Manado dan ia adalah seorangotadNIL yang berperang
dengan Sekutu melawan Jepang pada masa Perang IDuDgen ketika kembali ke

Indonesia ia menjadi seorang NEFIS. Sebagai keft#fnya, maka ditunjuklah
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Letnan Kolonelo J.F Warouw seorang Minahasa yanggeyalai ALRI Divisi VI di
jawa Timur. Penunjukan Lembong sebagai Komandaxk fiisa diterima oleh Abdul
Akhar Muzakkar dan anak buahnya (Barbara Sillavelgi989:148).

Betapapun tingginya keterampilan militer Lemborgy,adalah orang yang
tidak dikenal dan tidak terpercaya, Sulawesi mentikdan Bapak yang mereka
percayai dan tidak boleh seorang asing yang meamguRan akhirnya Lembong
dipindah tugaskan menjadi Staf Markas Besar AngkBiarat, dan ketika terjadinya
pertempuran APRA di Bandung, Lembong terbunuh. IRaspasukan Brigade XVI
memilih Warouw Kolonel sebagai Komandan dan Kaharzdkkar sebagai wakil
Komandan, sedangkan Mayor H.N Ventje Sumual digdikepala Staf.

Ketika usulan untuk pembentukan Brigade XVI iniwudyskan, tiba-tiba pada
tanggal 18 Desember 1948 Belanda menyerang lbu Repaiblik yaitu Yogyakarta.
Dan satuan-satuan yang seharusnya digabungkan dategade XVI tersebut
akhirnya terpisah jauh dalam pertempuran. Warouwgyada di Jawa Timur
bertempur di Gunung Kawi, di daerah Yogyakarta. &aMuzakkar memegang
Komando atas sisa Brigade XVI yaitu Batalyon-Batalydibawah Mayor Andi
mattalatta dan Mayor Pelupessy. Sumual, bekas &ef#hf Kahar, dijadikan
Komando sektor Yogyakarta Barat dibawah Kolonelaa®. Dan yang lainnya
membawa pasukan disekitar Malang (Barbara Sillawvéig 1989:147).

Setelah pertempuran tersebut berakhir, perhatiadulAlKahar Muzakkar
tertuju kepada kemungkinan membangkitkan kembaiidkan gerilya di Sulawesi

Selatan yang sempat tertunda dan memperkirakarakegpanunjukan dirinya sebagai
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komandan militer Sulawesi Selatan (barbara Sillarvidy, 1989: 149). Untuk

rencananya ini, ia mengirimkan Saleh Sahban kengsieselatan untuk mengadakan
kontak dengan para pejuang gerilya Pro-Republilardis dan menginformasikan
kepada mereka mengenai peristiwa-peristiwa di ja@a mengobarkan semangat
kembali semangat juang mereka. Tapi baru pada tdthun 1949 Kahar secara resmi
diberikan mandat untuk kegiatan-kegiatan terseB#n hal ini sejalan dengan

pandangan Nasution bahwa tugas Brigade XVI adalahgembalikan pasukan-

pasukannya ke wilayah asalnya untuk melawan Belahnd#aerah masing-masing
(Barbar Sillar harvey, 1989:149).

Menurut Kahar dalam Barbara Sillar Harvey (1989)149pada tanggal 17
Oktober 1949 ia diperintahkan oleh Kolonel Bamb&upeno, yang pada saat itu
sebagai Kepala Staf Teritorial untuk Jawa, untukmiventuk Komando Grup
Seberang (KGS) yang akan mengirim orang-orang idalimantan dan Indonesia
Timur, dengan tujuan mengoordinasikan kegiatanlygedi daerah-daerah ini dan
mempersiapkan kekuatan teritorial.

Namun, perintah Bambang Sopeno ini tidak berlalgi, Iketika Bambang
Supeno berada dipihak yang kalah dalam perbedastapgan dikalangan Angkatan
bersenjata mengenai watak dan peranan TNI. Sebageang PETA lama, Bambang
Supeno berada dipihak orang-orang yang menekankartingnya semangat
revolusioner dan hubungan yang erat dengan rakgdgngkan Menteri Pertahanan

dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Nasution nmepih orang-orang yang
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berpendapat bahwa Angkatan Darat harus terdiriatarig-orang yang cakap secara
teknis, profesional dan harus diorganisasikanddaar hierarki yang jelas.

Perbedaan pandangan ini mempunyai arti pentindisekajelang akhirnya
pertempuran. Dalam masa damai, Republik tidak akamerlukan ataupun tidak
bisa membiayai suatu pasukan yang jumlahnya demikieningkat selama revolusi.
Dan menurut ketentuan Persetujuan Konferensi MejmdBr (KMB) yang
ditandatangani  di Den Haag tanggal 2 NovembeB,1Bdhwa para anggota KNIL
yang ingin menggabungkan diri dengan Angkatan ReRepublik Indonesia Serikat
(APRIS), harus dipenuhi kehendaknya.

Dengan demikian, suatu program reorganisasi daonasasi akan benar-
benar terjadi dan persaingan antara anggota KNiLREATA beserta para lasykar-
lasykar akan semakin menimbulkan masalah besamdaldouh TNI sendiri.
Ditambah lagi pada saat itu Panglima Sudirman spdsakit keras, sehingga
keputusan mengenai siapa yang akan dipertahankanyai@y akan dimobilisasi
berada ditangan profesional militer dan kementguemtahanan.

Bersamaan dengan itu. ditengah-tengah usaha psaj@h perang
kemerdekaan dalam menghadapi Belanda melalui KemfeMeja Bundar (KMB),
maka pada bulan April 1949 Letnan Kolonel Abdul HatMuzakkar mengambil
inisiatif melakukan reorganisasi kelasykaran pejugerilya di Sulawesi Selatan
yang cukup banyak jumlahnya. Untuk melaksanakaoaremya itu, Kahar Muzakar

yang pada saat itu bertindak sebagai komar@aup Seberangmenugaskan salah
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seorang staf kepercayaannya yaitu Letnan satu S&#bban untuk mempersiapkan
segalanya (Anhar Gonggong, 1990: 193).

Maka pada bulan Agustus 1949, diadakan suatu kem$epara komandan-
komandan kelasykaran yang diadakan di Maros, ddrentklah suatu Kesatuan
Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS). Organisasi kalasykaran ini, diperkirakan
memiliki kekuatan sebanyak 10 Bataliyon.

Didalam konferensi Maros, KGSS mengusulkan kepag&mepintahan
Republik Indonesia, agar KGSS dilebur kedalam DiMizsanuddin dan menetapkan
Kahar Muzakkar sebagai Komandan Divisi. Alasan yahgunakan oleh para
pembentuk KGSS untuk membentuk divisi Hasanuddin geengajukan Lethan
Kolonel Abdul Kahar Muzakkar sebagai komandannyalad karena ia dianggap
berjasa dalam melakukan perjuangan mempertahankeamerlekaan yang
dilakukannya dengan pengaturan dari Jawa. Bahkagapgkatan itu dikaitkan
dengan kemauan dari masyarakat Sulawesi Selataha(ABonggong, 1990:193-
194)..

Menanggapi hal tersebut, komisi militer tidak bisarbuat banyak, karena
komisi telah mendapat perintah untuk menyaring gaarilyawan orang per orang
untuk seleksi masuk TNI/APRIS, dan tidak mengakauanenerima satuan-satuan
secara keseluruhan. Standar pendidikan, kemampuambata dan menulis,
kesegaran Jasmani dan lain-lain, harus menjadnaamisi untuk dapat meloloskan

mereka manjadi anggota TNI/APRIS.
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Dan dalam kenyataanya bahwa usulan inilah yang nsebga menjadi
permasalahn gerilyawan di Sulawesi Selatan danebd@ykng menjadi pertentangan
antara KGSS dan pemerintah/Komandan Komando TiemtorVIl Wirabuana,
karena kedua belah pihak tidak bisa mempertemukaingikan masing-
masing(Anhar Gonggong, 1990: 194).

Pihak komandan KGSS yang pada saat itu diwakil dlethan Satu Saleh
Sahban yang juga sebagai koordinator KGSS mengusugar penerimaan KGSS
masuk kedalam APRIS dilakukan secara utuh dan rhemye Artinya semua
anggota KGSS diterima dalam APRIS tanpa dilakukaenyaringan tanpa
mempersoalkan persyaratan-persyaratan. Dan haltidak bisa diterima oleh
Komandan Komando TT VII Wirabuana, karena penerimaaggota KGSS itu
perbatalyon sebab bagaimanapun persyaratan-pdesyaeesebut tetap diperlukan.

Pertentangan yang didasari oleh sikap yang berbiédatampaknya
berkepanjangan. Untuk mencari jalan penyelesairalaasgerilya ini, maka Abdul
Kahar Muzakkar sebagai pengambil inisiatif reorgasi dan pembentuk KGSS
meminta kepada Panglima APRIS untuk dikirmkan kerala Sulawesi yang sedang
bergejolak tersebut. Apalagi baru saja terjadi l[penontakan yang dilakukan kapten
KNIL Andi Aziz. Dikirimnya Kahar Muzakkar ke SulaweSelatan bertujuan untuk
mencari pendekatan penyelesaian dengan gerilyganbwntuk mendapatkan
perbedaan pendapat (Van Dijk, 1983: 156).

Letkol Abdul Kahar Muzakkar berangkat ke Sulawesdagn bersama Letkol

Mursito, dan langsung mengadakan perjalanan keadataerah pedalaman untuk
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menemui dan meminta keterangan dari para komanoiaakdan Batalyon KGSS
dan para anak buah mereka yang bagi Abdul akhaakkar mereka tidaklah asing
lagi karena mereka adalah bekas anak buahnya kdtikdawa Timur dan di
Yogyakarta.

Dan hasil dari perbincangannya tersebut, Kahar poel&epada Kolonel
Kawilarang sebagai Panglima TT VII Wirabuana. Tetaporan dari Kahar tidak
ditanggapi postif oleh Kolonel Kawilarang. Bahkagbaliknya, dalam rapat yang
dihadiri oleh Abdul Kahar Muzakkar pada tanggal dli 1950 itu, Kolonel
Kawilarang mengeluarkan suatu dekrit yang menyatgleanbubaran KGSS sebagai
organisasi kelasykaran gerilya (Anhar GonggongQ118%r).

Inti dari dekrit yang terkenal dengan sebutBecreet Kawilarangini
menyebutkan bahwd&GSS dan organisasi diluar APRIS dianggap telatibéudan
segala usaha untuk melanjutkan dan menghidupkaansgsi tersebut termasuk
larangan Tentara "(Anhar gonggong, 1990:19F)enanggapi isi dekrit Kawilarang
tersebut, Kahar Muzakkar pada saat itu juga (dmai@ang rapat) la membuka dan
meletakan pangkat Letkolnya dan itu menandakark segt itu ia keluar dari APRIS.

Beberapa hari kemudian Kahar Muzakkar dikabarkasukdutan, hal ini
mengidikasikan bahwa ia memihak kepada KGSS, tetaiurut sumber-sumber
lain seperti menurut Barbara Sillar Harvey (1988)1dan menurut Van Dijk
(1983:157) bahwa Kahar Muzakkar diculik oleh anggKGSS atas usulan Andi
Sose, walaupun mungkin sekali Andi Sose bertindgledi itu atas perintah atau

setidak-tidaknya dengan persetujuan Akhar Muzak&adiri.
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Tiardjono dalam Van Dijk (1983:158), mengemukakahwa tindakan Kahar
Muzakkar masuk hutan adalah suatu bentuk usahar Kehak meyakinkan teman-
temannya atau anggota KGSS untuk mau bergabungademgntara Republik
Indonesia, namun disisi lain Tentara malah memnpeian sikap-sikap yang akan
menghancurkan KGSS, disinilah menurut Tiardjoncagabalasan kekecewaan dan
amarah Kahar Muzakkar dengan melepaskan tandalhgtkkepada Kawilarang.

Sebuah dokumen yang diterbitkan oleh DepartemererBegan Sulawesi
Selatan mengemukakan tiga alasan bagi tuntutantamtKGSS tersebut adalah :
pertama,ada Brigade-Brigade atau Divisi-Divisi seluruhnyang juga terdiri dari
orang-orang daerah yang bersangkutan dibagianndonesia, jadi kenapa KGSS di
Sulawesi selatan dipersulit untuk masuk APRI2dua, jumlah pejuang gerilya di
Sulawesi Selatan sangat banyak, diperkirakan 1ds8Ag, sehingga paling sedikit
dibentuk satu Divisi, dan itu sudah melalui tah&@myaringan berdasarkan syarat-
syarat masuk APRIS. Ketiga, seharusnya para geslyadiperlakukan dengan cara
yang sama sebagaimana memperlakukan para bekasaeséNIL yang diterima
dalam Tentara Republik, tanpa banyak persayaratarbotokrasi yang menyulitkan
(Van Dijk, 1983: 158).

Sedangkan Kolonel Kawilarang menolak ususlan KG&EKhahar Muzakkar
dengan alasan bahwa keinginan mereka menyimpangddsar-dasar yang telah
ditentukan oleh pemerintah pusat yang menyebutkamwé: a). Satuan-satuan
pejuang yang ingin tetap dalam angkatan perangladatinggi-tingginya berbentuk

Batalyon, b). Satuan-satuan tersebut akan mengglab dari Brigade Hasanuddin,
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dan dengan ketentuan ini sangat jelas bahwa titsdbuat akan menjadi Brigade
Hasanuddin. Dan c). Tuntutan daerah oleh suatwkan tentara tidak pernah
terjadi di Indonesia kecuali tuntutan dari pemb&akrAbdul Aziz, yang menamakan
dirinya RMS dan pemberontakan APRA oleh Westerlighphar Gonggong,
1990:198).

Sebaliknya, Abdul Akhar Muzakkar dan pasukannygdredapat bahwa
tuntutannya adalah wajar, karena apa yang ditwdota halnya dengan tuntutan
yang telah ada di provinsi lain di Jawa dan SuraatBidaerah-daerah lain sudah
dibentuk satuan-satuan stingkat Brigade dan DDisgisi seperti Brigade Mataram,
Brigade Diponogoro dan Siliwangi di Jawa. Sehingdanya kenyataan seperti itu
mendorong KGSS berpendapat dalam Anhar Gonggorg(199) bahwa : "...Pada
tempatnya pula jika di Sulawesi Selatan ini dibkntwatu Brigade TNI yang

anggota-anggotanya terdiri dari putera-putera Seda®elatan sendiri”.

Selain alasan tersebut, tuntutan untuk pembents&anBrigade Hasanuddin
ini beralasan bahwa memang jumlah mereka sangayakadan diseleksi dan
dimasukan kedalam anggota APRIS menjadi satu Beigdddak adanya niatan dari
Kawilarang dan pemerintah pusat, membuat Kahar Kkkara menyuruh para
pemberontak-pemberontak yang lain mengabaikan KG&8) KGSS masih
berfungsi, walaupun sekarang posisi KGSS sebagmin@asi ilegal. Dan seluruh
keadaan menjadi sangat ironis, menurut Van Dijk881958) ketika pada bulan

Agustus para gerilyawan turut membantu Tentara Blépuindonesia dalam
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pertempuran di Ujung Pandang yang dilarang menislggg apa yang disebut Zone
KNIL di Mariso sejak peristiwa-peristiwva bulan Mddan itu merupakan bantuan
yang ketiga kalinya para gerilyawan membantu Tantar

Dalam pemberontakan Andi Aziz pun para gerilya masembantui Tentara
dan memberikan jaminan tempat pendaratan aman Baigilyon Worang. Dari
berbagai pengorbanan dan perjuangan KGSS tersabgtsgbenarnya dari tanggal 1
Juli 1950 atas dasar dekrit Kawilarang, seharust$&S telah bubar tetapi KGSS
masih setia terhadap Tentara. Walaupun ditengajakenpertempuran terjadi
perselisihan antara pejuang gerilya dengan tefRagublik (Van Dijk, 1983: 158-
159).

Pada suatu pertemuan dengan para pejuang gerilygamlepara prajurit
Republik yang dipimpin oleh Kapten Latief dari Batdeg Mataram, pasukan Kapten
Latief menembaki dua pemimpin gerilya sampai megahgSehingga kontingen Arif
Latief disapu bersih oleh para gerlya setelah demja pertempuran yang hebat.
Menurut Van Dijk (1983:159), bahwa diduga tembalanulai oleh pihak Republik
dengan maksud agar terlepas dari gerilyawan-gardgapengacau ini. Menurut
Roeder dalam Van Dijk (1983:159) bahwa tindakanefani bertentangan dengan
perintah Soeharto, namun Roeder mengakui bahwarpgaran ini membangkitkan
kebencian rakyat Sulawesi Selatan terhadla@mng Jawa”. Dan kebencian ini
berlarut-larut bertahun-tahun dan merupakan modaigyberharga bagi Kahar

Muzakkar dalam pemberontakannya terhadap Republik.
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Kekecewaan Kahar Muzakkar terhadap keputusan Kaamigadan Markas
Besar Tentara Republik Indonesia atas dirinya d&$& menurut sebagain sumber
merupakan sebuah penghinaan atas harga dirinyag&eteorang keturunan Bugis-
Makasar kekecewaan serta penghinaan terhadapsé@osang dinamakairi-Pesse
Dan sebenarnya inilah yang menjadikan Kahar Muzag&agat marah dan akhirnya

melakukan perlawanan terhadap Republik Indonesi@@AGonggong,1990:300).

4.3 LANDASAN DAN POKOK-POKOK PIKIRAN POLITIK ABDUL KAHAR
MUZAKKAR
4.3.1 Kahar Muzakkar dan Gerakan DI/TII

Keterlibatan Abdul Kahar Muzakkar dalam gerakan uDdslam Tentara
Islam Indonesia (DI/TII) mempunyai sejarah yangjaag. Namun yang pasti tidak
bisa dipungkiri bahwa pada tahun 1950an, telafalbersuatu hubungan yang baik
antara Kahar Muzakkar dan Darul Islam di Jawa Bamatg dipimpin oleh
Kartosoewirjo.

Ketika pemerintah menganjurkan penyelesaian masKkar Muzakkar
beserta para gerilyawan pengikutnya untuk kembegakgkuan Republik Indonesia.
Kahar Muzakkar malah memperkuat posisinya dengdakmean hubungan antara
dirinya dan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Hubungantgma yang mereka lakukan
adalah pada Agustus tahun 1951 ketika Kartosoewgmara pribadi mengirimkan
surat kepada Kahar Muzakkar dan menawarkan ke@iithiga pimpinan Tentara

Islam Indonesia untuk daerah Sulawesi dan sekigafvigin Dijk, 1983:175).
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Dalam masa inilah dilakukan pembaharuan hubungataraania dan
Kartosoewirjo. Hubungan pertama antara mereka tlakukan pada bulan Agustus
1950, ketika Kahar Muzakkar masuk hutan. Pada isadtahar Muzakkar didesak
malalui pelantaraan Buchari (Bukhari), ketika i adalah seorang wakil ketua
Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Abdilizu Soshby yang merupakan
seorang tampuk pimpinan Tentara Islam Indonesiawa Barat. Tugas mereka tidak
lain untuk membentuk "Komandemen TII” untuk Sulaiv@arbara Sillar Harvey,
1989:195).

Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa hubungaaraitahar Muzakkar
dengan Darul Islam di Jawa Barat atau pun huburi{gmar Muzakkar dengan
golongan yang lainnya, itu merupakan tanggapan #aar Muzakkar dan
pasukannya atas keresahan yang mereka rasakahsegreka memasuki hutan dan
melakukan perlawanan terhadap Negara Kesatuan Repdbnesia.

Keresahan tersebut dijelaskan oleh Barbara SillEwéy (1989:194) bahwa
semenjak Kahar Muzakkar dan para pengikutnya mdmukn dan menyatakan
perlawanan terhadap pemerintah Republik Indonesereka disana menghadapi
masalah besar yaitu mengenai pembenaran atas dimgegtlawanan dan dasar dari
perlawanan yang mereka lakukan tersebut. Barbdlex Siarvey menjelaskan pula
bahwa untuk membenarkan suatu pemberontakan diperlsuatu motif baru atau
suatu ideologi bagi pemberontak yang menjadi dadas pemberontakan yang

dilakukannya.
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Sehingga atas dasar keresahan tersebut, Kahar kéwzdlkn pasukannya
berusaha untuk menjalin suatu hubungan yang baigate golongan lain sebagai
salah satu cara untuk memperkuat posisi merekaaandalam pencarian ideologi
atau dasar pemberontakan yang cocok dengan tujesaka;n yang mereka
kehendaki.

Seperti halnya gerakan nasionalis Indonesia, b&ld&m maupun Marxisme
yang telah melebur dan merupakan unsur yang pemabgm pemikiran politik
Indonesia pada saat itu, dan organisasi-organjsagj secara khusus didasarkan atas
pandangan-pandangan ini telah memainkan perananingemalam kegiatan
nasionalis sebelum perang dan dalam peristiwatpeaispolitik selama revolusi.
Meskipun partai-partai Islam tidak berhasil untulkenjadikan Republik Indonesia
sebagai suatu negara Islam. Namun partai Islam gaalaitu masih menjadi partai
kuat di Indonesia, contohnya saja partai Masjumi.

Sama halnya dengan Partai Islam, golongan kiri yaitu Partai Komunis
Indonesia (PKI), walaupun sudah disapu bersihlaeferistiva Madiun pada bulan
September 1948, menjelang bulan Januari 1951, Pé&hbkli menunjukan
eksistensinya dengan pemimpin baru yaitu D.N AiDifN Aidit yang mengambil
alih PKI dan mulai membangun kembali apa yang keamdenjadi partai massa
yang paling mengesankan pasa saat itu (Barbaea Béirvey,1989:195).

Persaingan antara Masjumi dan PKI-lah yang sebgaammemperluas dan
memperuncing perpecahan antara Islam dan Marxisane halnya dengan Soekarno

yang mempertahankan sintesanya mengenai nasiopalsgama dan komunisme
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yang menjadi slogan utama bagi Demokrasi Terpinyaing pada akhirnya lebih
terkenal dengan slogan NASAKOM (Barbara Sillar egn1989:195).

Berkaitan dengan pembahasan ini, nasionalismenldi@n komunisme juga
tercampur secara tidak dapat dipisahkan dalam éphid Kahar Muzakkar. la telah
dididik dan belajar di sekolah Muhammadiyah, kerandia pernah di buang dari
Luwu karena serangannya terhadap sistem feodalai§zan selama masa revolusi
ia bekerja di Biro Perdjuangan di bawah pengaruhr/jarifuddin, Djokosujono,
dan orang-orang yang bersekutu erat dengan goldaigan

Dalam tulisannya sendiri, dan dalam gaya hidupnya@hak Muzakkar
mencerminkan unsur-unsur dari apa yang dianggapgsebdeologi dan parktek
komunis. la mendasari falsafah kenegaraannya tdalya atas agama, tetapi asas
"Keadilan sosial dan Demokrasi Sejati’la terus menentang watak feodal dari
masyarakat Sulawesi Selatan, dan melarang paraikpémga memakai gelar
kebangsawanan. la menyerang segala bentuk hubuteyagan Belanda termasuk
dominasinya di Irian Barat. la sendiri hidup dengmderhana, satu-satunya yang
membedakan ia dengan anak buahnya adalah bahweneakai sepatu, memiliki
sebuah radio transistor dan kumpulan istri yanghlelanyak dari biasanya (Barbara
Sillar harvey, 1989:195-196).

Kembali lagi kepermasalahan keterlibatan Kahar Mkaadengan Gerakan
Darul Islam (DI), namun sebelum Kahar Muzakkar natalan benar-benar
bergabung dengan DI/TIl dan menjadi Panglima Diasanuddin, perlu diketahui

bahwa tidak hanya Kartosoewirjo dengan Darul Isigansaja yang mengajak Kahar
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Muzakkar untuk melakukan suatu kerjasama. TetapipRld berusaha untuk menarik
simpati Kahar Muzakkar beserta pasukannya agar gueagian ideologi Komunis
sebagai ideologi perjuangnnya.

Keterangan tersebut menjelaskan bahwa selain Dslewh, Partai Komunis
Indonesia pun berusaha untuk mendekati dan mempénd&har Muzakkar beserta
pasukannya agar mau bergabung dan memakai idektogunis sebagai dasar
gerakannya. Pernyataan tersebut sesuai denganlgsanjeBarbara Sillar Harvey
dalam bukunyaPemberontakan Kahar Muzakkar, dari Tradisi ke DI(II989:197):

Dalam cerita Kahar sendiri mengenai awal pembekantaia berkata
bahwa Komite Sentral PKI mengirim dua orang yahahteikenalnya di Jawa
untuk menghubungi dirinya pada akhir tahun 195@n&e Kolonel Pramudii

(atau Pamudji) yang menjadi rekannya di Dewan Kelegn, dan Mohammad

junus, seorang teman sekelasnya di sekolah Mualiiuhammadiyah di

Solo. (la berkata bahwa Mohammad Junus ditunjulagabwakil PKI di

Sulawesi dan Maluku, sebagai wakil Karel Supit, telah membuka kantor

di rumah Paiso, seorang anggota PKI di Makasarjar@ecerita ini dua

delegasi tersebut bertemu dengan Kahar dan sdjukidenandannya (ia

menyebut Saleh Sahban, Kaso gani, Andi Tanriadjandj Selle dan Andi

Sose) setuju untuk membentuk sebuah badan kerja satnk mendukung

persatuan nasional dan memotong hubungan koloaral yerjalin oleh tipu

muslihat dari persetujuan Linggarjati, renville ddanferensi meja Bundar
yang masih mengikat Indonesia. (Barbara Sillarséygr1989:197).

Pernyataan Barbara Silallar Harvey tersebut didglaleh Syafarudin Usman
dalam bukunyaTragedi patriot dan pemberontakan Kahar Muzakka010:32)
Syafarudin Usman membenarkan bahwa setelah KahaalWar melakukan pelarian
ke hutan bulan Juli 1950, ia segera dihubungi @lejfumlah wakil dari beberapa

organisasi yang beraliran Komunis dan yang berpaHhsiam militan untuk

melakukan barbagai kerjasama. Dan orang yang mé&araiperan penting dalam
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upaya mengatur perundingan dengan Kahar Muzakkantd950 dan 1951 adalah
politisi Bugis yaitu Salawati Daud. Yang menuruingapat lain bahwa Salawati
Daudlah yang mempengaruhi Kahar Muzakkar dengdmampeomunis. Tetapi ada
pula pendapat lain yang menyatakan bahwa Salaveaiil [pulalah yang melaporkan
kepada Pemerintah Republik Indonesia mengenai kpaidKahar Muzkkar beserta
anak buahnya didalam hutan selama tahun 1950-1951.

Barbara Sillar harvey (1989:197) kembali mempegdgahwa langkah awal
dalam kerja sama antara kahar Muzakkar dan PKteilihat dengan permintaan
Kahar terhadap Pramudji untuk mengirimnkan bantuahter kepada seorang
perwira Jepang, yang menggunakan samaran Umar ngangpakan perwira dalam
barisan sakit Hati di Jawa. @ Namun setelah duantaymar belum kembali
membawa bantuan militer yang diminta Kahar, serangghar mengirim seorang
kurir ke Jawa dan kurir tersebut kembali bukan rteselengan Umar melainkan eks
Mayor Kadarisman yang waktu itu menggunakan nantajoRiKahar Muzakkar
sangat mengenal Pitojo karena Kadarisman padatesgadinya peristiwva Madiun
1948 berhasil melucuti dua Kompi pasukan kaharwdrekomando Letnan Sjamsul
Bachri dan Letnan Eddy sabara.

Seorang delegasi PKI lainnya segera menyusul, yaguf karnian. la dibawa
oleh Andi kaso yang merupakan anak laki-laki darmuJBicara hadat Luwu Andi
Pangerang. Dikabarkan bahwa Pitojo dan Jusuf Kami@ngajar anak-naka sekolah
Dasar di Enrekang. Namun Barbara Sillar Harvey nmepylkan bahwa tidak lama

setelah kehadiran Pitojo dan Jusuf Karnian, Kahawzakar memerintahkan
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pasukannya untuk membunuh mereka. Tidak diketahsti pnengapa mereka harus
dibunuh, tetapi analisis penulis dalam hal ini, vbahKahar Muzakkar telah
memutuskan bahwa pemberontakan dan perjuangan igamgkukan tidak akan
berdasarkan Komunisme.

Sehingga dari penjelasan diatas dapat disimpulk@mva bukan hanya Darul
Islam di Jawa Barat saja yang melakukan pendekathadap Kahar Muzakkar dan
pasukannya di Sulawesi Selatan, melainkan Partaidis Indonesia pun tidak mau
ketinggalan untuk dapat merebut hati Kahar Muzaklear menyarankan agar ide-ide
komunislah yang menjadi dasar dari gerakan KahazaWkar beserta pasukannya.
Namun usaha PKI dalam hal ini dianggap gagal kaneada akhirnya Kahar
Muzakkar ternyata lebih memilih untuk bergabunggdenGerakan Darul Islam yang
dipimpin oleh Kartosoewirjo.

Beralih kedalam penjelasan mengenai usaha Daamlgh Jawa Barat untuk
mendapatkan simpatik dari Kahar Muzakkar dan pasuks Al Chaidar
menjelaskan bahwa ketika pemerintah Republik Ingsi@anenelakukan penyelesaian
konflik Kahar Muzakkar dengamolitik Psikologisnya Kahar Muzakkar malah
memperkuat posisinya dengan melakukan pembaharuanongan dengan S.M.
Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Menurut sumber-sumber Angkatan Darat, Kahar mengggtan diri dengan
DI pada tanggal 16 Agustus 1951 ketika ia kembalihkitan setelah persetujuan
CTN-TNI mengalami kegagalan. Pernyataan tersebdukding dengan dokumen

yang penulis dapatkan dari Dinas Sejarah Militegkatan Darat Bandung, yang
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terdapat dalantlimpunan Dokumen Yang Berkaitan Dengan Masalah IDK&har
Muzakkar Di Sulawesi Selatan Tenggara Dan Operasiumpasannyayang ditulis
oleh Kodam Hasanuddin tahun 1952. Kutipan terssbloégai berikut :

Dalam rangka usaha penyelesaian ex CTN Sulawestagselsecara
"Bijaksana” oleh pihak TT-VII, maka atas persetumju@®verste Warouw,
Gubernur Sulawesi Soediro sejak akhir Desember 18EBh mengadakan
hubungan dengan Kahar Muzakkar dengan persetuplansbakan diadakan
pertemuan antara gubernur Soediro dan kahar Muealleala pertengahan
bulan Januari 1952. Tetapi sebelum tanggal tersdédahar Muzakkar
mengirim surat dengan permintaan menunda pertenteimebut, sampai
tanggal 15 Maret 1952. Tetapi pertemuan akan dikamt olehnya pada
tanggal 12 Maret 1952. Pada tanggal tersebut Gube3nediro menerima
surat pembatalan pertemuan itu lagi dengan alagdanya siasat buruk dari
pihak TT-VIl. Sungguh pun gubernur Sulawesi terpalkembali dengan
tangan hampa. lIbu Salawati meneruskan perjalantuk lrerusaha menemui
Kahar Muzakkar dengan pelantaraan Andi Tantriadjéimg Salawati dapat
bertemu juga dengan Kahar Muzakkar, tetapi tiga pambicaraan tak
memberikan hasil suatupun juga.

Dua hari Kahar Muzakkar mengulur waktu untuk bettetangan Sudiro.
Alasanya adalah 1001 macam dan hasil ini sudaht dathaga lebih dahulu.
Penguluran waktu itu dapat diartikan bahwa Kaharzéltar taat pada
instruksi Kartosoewirjo, pemimpin dari Gerakan Ddslam, sebagai tertera
dalam surat menyurat mereka sebagai berikut :
Dengan surat keputusan Komandan tertinggi AngkBenang Negara Islam
Indonesia No0.101/X/51, Kahar Muzakkar telah diatgkl@ngan Resmi
sebagai Panglima Divisi Tentara Islam Indonesia.
Pada surat Kahar tertanggal 20-1-1952 No. 1055(SoRB.H/Il A/58 kepada
Kartosoewirjo sebagai Panglima Tertinggi Tentatantsindonesia, ia antara
lain telah mengakui langkah dan Program T.1.1.
Pada surat Kartosoewirjo kapada Kahar Muzakkargsh@anglima Divisi
IV/TII tanggal 27/2/1952 No 231/D/52, diinstruksika.L. bahwa TII tidak
mengenal compromis dan tidak menghendaki penyelesaicara local.
Inilah menjadi sebab sehingga pimpinan angkatamangedan pemerintah
kemudian menyelesaikan peristiwva xc CTN secara ngete dengan
mengadakan kontak dengan bataliyon-bataliyon AmdieSAzis taba, Kaso
Mas’ud, Idrus dan lain-lain tanpa melalui Kahar Mkkar lagi.

(buku kementrian penerangan RI prov. Sulayvesi
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Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa Kahar Mkaak mencoba
menjalankan perintah Kartosoewirjo untuk tidak rkelkan perundingan dengan
pihak pemerintah Republik Indonesia. Dan ia mulanarima tawaran kartosoewirjo
dengan ideologi Islamnya. Namun dalam hal ini kaNmrzakkar belum berani
memutuskan untuk benar-benar bergabung denganiAITChaidar, 1420 H:143).

Selain Kartosoewirjo mengirimkan surat secara plibkepada Kahar
Muzakkar, dalam usahanya untuk menarik simpati Kdhaakkar. ia pun mengutus
seorang utusan untuk dapat mendesak Kahar Muzakiearmau bergabung dengan
Darul Islam di Jawa Barat dan memangku jabatangseld@omandan Darul Islam
Indonesia untuk wilayah Sulawesi dan sekitarnya.

Bahar Matallioe yang merupakan anak buah keperoalf@dar Muzakkar
pada saat gerakan tersebut berlangsung menjelastam bukunya yang berjudul
Pemberontakan Meniti Jalur Kangi994:183) bahwa ketika terjadinya perlawanan
di Sulawesi Selatan terhadap pemerintahan Repuidibnesia, S.M. Katrosoewirjo
telah mempersiapkan seorang utusan yang bernamaz Arang direncakan akan
menjadi calon panglima DI/TIl di Sulawesi Selatdlusan Arnaz datang menemui
dirinya dengan membawa dokumen yang berisi pemjelpsnjelasan tentang
perjuangan Islam yang dikutip d&edoman Dharm&hkatiyang telah disusun oleh
Imam Kartosoewirjo. Dalam surat Arnaz tersebut,manyampaikan pujian dan
penghargaan atas prestasi yang telah dicapainyanéagharapkan ia membentuk

satu negara Islam di Sulawesi Selatan.
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Namun, berkas dokumen yang dikirimkan oleh Arnageteut segara ia kirim
kepada Kahar Muzakkar dan memaksanya untuk mengmaldikan berdirinya
Negara Islam di Sulawesi Selatan sebelum posisebert diisi oleh Arnaz sebagai
calon panglima yang diusulkan oleh Kartosoewirjah8 Mattalioe pun menekankan
pada Kahar Muzakkar bahwa tidak ada untungnya geggn yang dilakukannya
selama ini jika tanpa suatu dasar perjuangan yalss,jdan sebaikanya sebagai
seorang pemimpin Kahar Muzakkar tak perlu ragu naréa akan sepenuhnya
mendukung jika akhirnya Islam lah yang dipilih sgdiadeologi.

Sehingga dari kedua sumber tersebut dapat disimpudahwa Darul Islam
yang di pimpin oleh Imam Kartosoewirjo memang mek@n usaha-usaha untuk
menarik simpatik Kahar Muzakkar dan pasukannya agan bergabung dengan
Darul Islam di Jawa Barat dan membentuk sebuahafde¢slam Indonesia di
Sulawesi Selatan. Namun, menyikapi hal tersebutaKaftuzakkar dan pasukannya
masih terus mempertimbangkan tawaran tersebut elambsecara resmi menerima
atau menolak usulan dari Kartosoewirjo tersebut.

Keputusan Kahar Muzakkar terhadap Ideologi yang akgilihnya sangat ia
pertimbangkan dengan hati-hati dan penuh perhitung&ahar Muzakkar tidak
bertindak egois yang hanya mengandalkan pemikie@negja tetapi ia pun
menyelidiki dan bertanya kepada para pengikutnyagydianggap masih setia
mengenai dasar gerakannya tersebut. Hal ini seyemnty dijelaskan Barbara Sillar

Harvey (1989:198):
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... Kahar menghadapi kebutuhan mendesak untuk ntidaraskesetiaan
pasukan-pasukannya yang masih tinggal dan dukungdyat yang
diandalkan dalam suatu situasi peperangan gerilyadiberitakan telah
menyelidiki para komandan bawahnnya, dan telah mgnanereka apakah
perjuangan mereka harus didasarkan pada Komunidsiééen. Hanya Usman
Balo dan Hamid Ali yang bersikap dingin terhadamagan suatu negara
Islam. Bahar Mattalioe terutama berkeras bahwa daengan mendasarkan
perjuangannya pada Islam mereka akan dapat merapedalkungan dari
rakyat Sulawesi Selatan.

Selain pernyataan tersebut, Barbara Sillars Hamepjelaskan analisisnya
bahawa Kahar Muzakkar telah memperhitungkan jikenéamnilih Komunis sebagai
dasar perjuangannya maka dukungan para anggotaepifodpangsawan yang
menyetujui cita-cita keadilan sosial akan hilangehisgga ia mencoba
mempertahankan dukungan mereka tanpa menghilandgdmadilan sosial tersebut
dengan mendasarkan perjuangannya pada ideologn Islduk menegakan suatu
Negara Islam Indonensia. Perkiraannya bahwa Isl@mgah prinsip persamaan
haknya dapat digunakan sebagai alat untuk mewujukigadilan sosial tersebut.

Sehingga atas pertimbangan yang matang dan demormh oleh pendapat
pasukan-pasukannya tersebut, maka pada tanggan2@rd 1952 Kahar Muzakkar
memutuskan bahwa dasar dari perlawanan yang diakyle beserta pasukan-
pasukannya di Sulawesi Selatan terhadap Negar@tu&esRepublik Indonesia akan
didasarkan pada ideologi Islam dan dengan ini ette pasukannya menyatakan
bergabung dengan Darul Islam di Jawa Barat pimpiKantosoewirjo dan ia

menerima jabatan sebagai Komandan Tentara Islaronésia untuk wilayah

Sulawesi dan sekitarnya.
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Gambar 4.2 Peta wilayah DI/T1l Sulawes Selatan
Diambil dari : BukuDarul Islam sebuah pemberontakKarya C. Van Dijk (1983).

Namun, walaupun Kahar Muzakkar telah bergabung rdanjabat sebagai

panglima daerah Tentara Islam Indonesia, tetapuntuk sementara tidak mau
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menggunakan nama itu untuk pasukan-pasukannyahdtdobhwa pada bulan Maret
1952 Kahar Muzakkar menamakan pasukan-pasukannysagae Tentara
Kemerdekaan Rakyat (TKR) dengan konsep Trisilargituy. (1) Ketuhanan Yang
Maha Esa, (2) Keadilan sosial, dan (3) Kemanusi&san baru pada tanggal 7
Agustus 1953, tepat 3 tahun setelah proklamasi fdelgéam Kartosoewirjo, Kahar
Muzakkar menyatakan bahwa Sulawesi dan daerahidasekitarnya (yaitu
Indonesia Timur lainnya, termasuk Irian Barat) ggbbédagian dari Negara Islam
Indonesia dan menamakan pasukannya sebagai Té&sitanalndonesia.
Penggabungan Kahar Muzakkar dengan Gerakan DIK&Hosoewirjo di
Jawa Barat diresmikan dengan diproklamirkannyalprmoksi oleh Kahar Muzakkar.
Dengan bendera negara yang berwarna dasar merihdamgan lambang bulan
bintang ditengahnya. Dan mulai saat itu Kahar Miaakesmi bergabung dengan
Darul Islam pimpinan S.M Kartosoewirjo di Jawa Barddapun teks proklamasi

tersebut adalah sebagai berikut :
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PROELANASTI
DI/3II SULAWESI SELATAN TENGGARA

Pgl, 7 Augustus 1953 o=
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Berdssarkan pernjataan berdirinja Negara Republik Islam
Indonesis pada tanggel 12 Sawal 1368 / 7 Augustus 1949
eleh Imam Kartosuwirjo atse name Ummat Islam Bengsa In-
donesia, dengan ini kami njatakan daerah Sulawesi dan
daerah sekitarnja mendjadi bagicn dari pada Negara Reo
publik Islam Inaonoain.-

ALLANU AXBAR 3 ALLANU AKBAR } ALLAHU AKBAR §
Medan DJihad, 27 Dsulidjdia 1372 ATAS NAMA UMMAT ISLANM DAERAH SULAWESI
7 Augustus 1933. DAN DAERAE EEKITARNJA
t.t.d,
(ABDUL QAFAR MUZAXKAR).=-

Sumber s Bagian I/506.~

——————————-- -

Makessar, 7 Desember 1950,-

Gambar 4.3 Teks Proklamasi penggabungan antaral Klathar Muzakkar dengan
DI/TIl Kartosoewirjo di Jawa Barat.

(diperoleh daridokumen Dinas Sejarah Angkatan Darat Bandung, &adi/506

dalam Himpunan Dokumen yang Berkaitan dengan MasBIaTIl Kahar Muzakkar

di Sulawesi Selatan Tenggara Dan Operasi Penumpgsarnyang ditulis oleh
Kodam Hasanuddin tahun 1960).
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Demikianlah pada tanggal 7 Agustus 1953, secamaiéahar Muzakkar dan
pasukannya benar-benar bergabung dengan gerakéfllRIan pasukannya tidak
lagi bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melairdexubah menjadi Tentara
Islam Indonesia (TIl). Dalam kaitannya dengan kepah Kahar Muzakkar yang
lebih memilih ideologi Islam dibanding Komunis dhiasionalis, Anhar Gonggong
(1990:228) memiliki analisis mengenai hal terselMenurutnya telah terjadinya
suatu pertemuan kesamaan antara suasana lingkoregyarakat yang berkeyakinan
kuat terhadap Islam dengan kebudayaan setempatimgieup pendidikan yang
pernah diperoleh Kahar Muzakkar (Anhar Gonggon§01i®?2).

Lebih lanjut Anhar Gonggong menjelaskan bahwa kegan  terhadap
pemilihan Ideologi Islam tersebut dipengaruhi diatiar belakang pendidikan Kahar
Muzakkar yang seorang bekas anak Pesantren di Jawg cukup taat dan
menjungjung tinggi nilai keislaman. Latar belakampgndidikan Islam yang
dimilikinya tersebut berasimiliasi dengan suasangklingan di Sulawesi Selatan
yang mayoritas merupakan masyarakat Islam yangebakinan kuat terhadap
kebudayaannya. Sehingga hal tersebut menjadi al&sdar Muzakkar harus
memilih Islam sebagai Ideologi perjuangnnya, tetdml ini terlepas dari
kepentingannya terhadap dukungan dari para pendukan

Selain analisis tersebut, Kholid O. Santosa datakunya yang berjudul
Manusia dipanggung Sejarat2009:145) la Menjelaskan bahwa Kahar Muzkkar
berencana ingin melakukan sebuah revolusi namumranen itu gagal karena

bawahannya tidak teguh pada pendirianya. DalamirhaKartosoewirjo mencoba



114

mendesak Kahar Muzakkar agar melakukan upaya umietjadikan pasukannya
bersemangat Islam dan bernegara Islam, serta mtanjhal-hal yang diperlukan
dan dianjurkan oleh Syariat Islam selama perandninSga rencana melakukan
revolusi yang diinginkan Kahar akan tercapai. Daah& Muzakkar beranggapan
bahwa hanya dengan Islamlah sebuah revolusi ak@iaresesuai tujuannya.

Semangat untuk melakukan revolusi tersebut sentaikobar setelah Kahar
Muzkkar mengalihkan pandangannya dengan menggunitam sebagai dasar
perjuangnnya yang memang hal tersebut disesuaiks@gant emosi masyarakat
Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai pengaam fsinatik.

Demikianlah Kahar Muzakkar menjadi panglima Divi$i Tentara Islam
Indonesia di Sulawei Selatan dengan nama Divisiarladdin. Kahar Muzakkar
sangat berterima kasih dan menjungjung tinggi lkepaan yang diberikan
Kartosoewirjo atas pengangkatan dirinya menjadgpma Tentara Islam Indonesia
untuk daerah Sulawesi. Namun, Kahar Muzakkar maskah pula bahwa ia tidak
dapat sepenuhnya mengabdikan diri karena berbagadalkn yang mungkin
merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilsghagai panglima Tentara
Islam Indonesia (C. V. Dijk, 1983: 175).

Atas dasar pernyataan Kahar Muzakkar tesebut, ddipehpulkan bahwa
hubungan antara gerakan Darul Islam di Sulawest&®l dengan di Jawa Barat
tampaknya tidak begitu karab. Tidak adanya tanddaasemacam tuntutan Ideologi
yang mendalam yang diberikan Kartosoewirjo terhaBapul Islam di Sulawesi

Selatan. C.V Dijk menambahkan pula bahwa Kahar Mkemapun sepertinya tidak
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menilai tinggi konsep politik Negara Islam Indorgesiyang digagas oleh

Kartosoewirjo.

4.3.2 Hubungan Abdul Kahar Muzakkar dengan S. M. Kartosoewirjo

Seperti yang telah dijelaskan dalam sub bab dizhsva keterlibatan antara
Kahar Muzakkar dengan Darul Islam Tentara Islanoémsia (DI/TII) tidak terlepas
dari perang Kartosoewirjo sebagai panglima ter@ng@ntara Islam Indonesia di
Jawa Barat. Menurut analisis penulis bahwa Kartegge cukup cerdik dengan
melakukan suatu hubungan kerjasama dengan Kahaakidaiz

Seperti yang sudah dibahas dalam pembahasan selyelusahwa Kahar
Muzakkar mamasuki hutan dan bergabung dengan parby&@van Sulawesi Selatan
pada tahun 1950an dan meletakan tanda Letkolnyarupalean indikasi
kekecewaannya terhadap APRIS karena tidak bisa mém&einginan KGSS untuk
bisa masuk kedalam APRIS dalam suatu Brigade Hdsamwlan Kahar Muzakkar
menjadi Komanadnnya.

Melihat hal tersebut, tampaknya Kartosoewirjo bahas untuk membujuk
Kahar Muzakkar untuk mau bergabung dengan DI/TH demberikan konfensasi
bagi Kahar Muzakkar apabila mau bergabung dengénliD{artosoewirjo di Jawa
Barat. Maka, ketika pemerintah menganjurkan pesg#® masalah Kahar
Muzakkar beserta para gerilyawan pengikutnya ukarkbali kepangkuan Republik
Indonesia. Kartosoewirjo berusaha untuk mempergasisi Kahar Muzakkar Kahar

dengan melakukan hubungan antara dirinya dan Kdhaakkar. Hubungan pertama
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yang mereka lakukan adalah pada Agustus tahun &&fHda Kartosoewirjo secara
pribadi mengirimkan surat kepada Kahar Muzakkar mi@nawarkan kepada dirinya
pimpinan Tentara Islam Indonesia untuk daerah Segadan sekitarnya (Van Dijk,
1983:175).

Dalam masa inilah dilakukan pembaharuan hubungataraania dan
Kartosoewirjo. Hubungan pertama antara mereka tlakukan pada bulan Agustus
1950, ketika Kahar Muzakkar masuk hutan. Padaisadahar Muzakkar didesak
malalui pelantaraan Buchari (Bukhari), ketika i adalah seorang wakil ketua
Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan AbdiRliau Soshby yang merupakan
seorang tampuk pimpinan Tentara Islam Indonesiawa Barat. Tugas mereka tidak
lain untuk membentuk "Komandemen TII” untuk Sulaives

Jika kita analisis situasi dan kondisi Kahar Muzakkada saat itu, jelas
sangat menguntungkan, disuatu sisi Kahar Muzaklear HGSS dibuang oleh
Tentara Republik sedangkan disisi lain Kahar darS&&Gangat dihargai dan akan
mendapat posisi yang penting dalam Darul Islam &latiosoewirjo. Sehingga jelas
bagi Kahar untuk memilih tawaran dari Kartosoewigmsebut.

Selain alasan diatas, Anhar Gonggong (1990:242) jateskan bahwa
keputusan terhadap pemilihan Ideologi Islam tersdimengaruhi oleh latar belakang
pendidikan Kahar Muzakkar yang seorang bekas aaaéiriren di Jawa yang cukup
taat dan menjungjung tinggi nilai keislaman. Ldiatakang pendidikan Islam yang
dimilikinya tersebut berasimiliasi dengan suasangkungan di Sulawesi Selatan

yang mayoritas merupakan masyarakat Islam yangepakinan kuat terhadap
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kebudayaannya. Sehingga hal tersebut menjadi al&&sdrar Muzakkar harus
memilih Islam sebagai Ideologi perjuangnnya, tetdml ini terlepas dari
kepentingannya terhadap dukungan dari para pendakan

Demikianlah Kahar Muzakkar menjadi panglima Divi$i Tentara Islam
Indonesia di Sulawei Selatan dengan nama Divisiaragdin. Kahar Muzakkar
sangat berterima kasih dan menjungjung tinggi lepean yang diberikan
Kartosoewirjo atas pengangkatan dirinya menjadgpma Tentara Islam Indonesia
untuk daerah Sulawesi. Namun, Kahar Muzakkar maskah pula bahwa ia tidak
dapat sepenuhnya mengabdikan diri karena berbagadakn yang mungkin
merintanginya dalam setiap tindakan yang diambilsghagai panglima Tentara
Islam Indonesia (C. V. Dijk, 1983: 175).

Atas dasar pernyataan Kahar Muzakkar tesebut, ddipehpulkan bahwa
hubungan antara gerakan Darul Islam di Sulawesat&el dengan di Jawa Barat
tampaknya tidak begitu karab. Tidak adanya tanddaaemacam tuntutan ldeologi
yang mendalam yang diberikan Kartosoewirjo terhaBapul Islam di Sulawesi
Selatan. C.V Dijk menambahkan pula bahwa Kahar Mkemapun sepertinya tidak
menilai tinggi konsep politik Negara Islam Indorgesiyang digagas oleh

Kartosoewirjo.

4.3.3 Konsep Negara Demokratis I ndonesia
Ketika Kahar Muzakkar secara resmi menyatakan berga dengan Darul

Islam yang dipimpin oleh S.M Kartosoewirjo yaitada tanggal 7 Agustus 1953, itu
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berarti telah terjadi perubahan yang sangat menddaa gerakan yang dipimpinnya.
Perubahan yang dimaksud dijelaskan oleh Anhar Gomgyg(1990:244) dalam
bukunya yang berjudul "Abdul Qahar Mudzakkar. Dari Patriot Hingga
Pemberontak”, adalah perubahan yang menyangkut kedalam duaditai y (1)
Ideologi gerakan dan (2) Tujuan gerakan.

Ketika gerakan Kahar Muzakkar masih bernama Craudnjgan Nasional
(CTN) dan kemudian berganti menjadi Tentara KeamaRakyat (TKR), maka
ideologi gerakannya masih berdasarkan pada Paaaksil tujuan gerakannya untuk
menjadi anggota APRI (S). Sedangkan setelah Kllnaakkar menyatakan dirinya
merupakan bagian dari Darul Islam di Jawa Baratkamizntu saja ideologi dan
tujuan gerakannya pun ikut berubah.

Anhar Gonggong (1990: 198) menjelaskan pula bahwsakgn yang
dilakukan oleh Kahar Muzakkar memiliki dua tahaang berbeda yaitu Tahap
pertamatahun 1951-1953 (sampai pada proklamasi penggabudgngan Darul
Islam tanggal 7 Agustus 1953) sebagai tahap peaggah dan masa peralihan dan
Tahap keduaahun 1953-1965 adalah tahap yang disebut sebagaiute Islam.
Dari kedua tahap ini jelas terlihat perubahan datmtrap aspek perjuangan Kahar
Muzakkar dari ideologi Pancasila menjadi ideologlain. Namun, dari kedua
ideologi tersebut ternyata Kahar Muzakkar memifieindangan dan tafsiran lain
terhadap keduanya.

Pernyataan Anhar Gonggong tersebut sejalan dengadapat Kholid O.

Santosa (2009:201) bahwa ketika pernyataan kesedf@dar Muzakkar untuk
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bergabung dengan Darul Islam dan menerima pengsagkya sebagai Panglima
Divisi Hasanuddin, ia menyatakan pula bahwa ia ktiddapat sepenuhnya
mengabdikan diri terhadap Negara Islam Indonesiag yalikehendaki oleh
Kartosoewirjo, karena pada saat itu, ada beberapakpnnya yang bukan beragama
Islam melainkan Kristen.

Atas dasar pernyataan tersebut, C.V Dijk (1983:1vi8phambahkan bahwa
hubungan antara gerakan Darul Islam di Sulawest&®l dengan di Jawa Barat
tampaknya tidak begitu karab. Tidak adanya tanddaaemacam tuntutan Ideologi
yang mendalam yang diberikan Kartosoewirjo terhaBapul Islam di Sulawesi
Selatan. C.V Dijk memperjelas pula dengan menyatbkdiwa Kahar Muzakkar pun
sepertinya tidak menilai tinggi konsep politik Nemdslam Indonesia yang digagas
oleh Kartosoewirjo.

Dengan demikian, gerakan Abdul Kahar Muzakkar imila dasarnya sejak
awal tidak dimaksudkan untuk memperjuangkan iddstien. Bahkan dalam rentang
waktu 1950-1965 selama gerakannya berlangsungahadagm kurun waktu antara
Agustus 1953 sampai dengan tahun 1960, Abdul kdharakkar bertindak atas
nama Negara Islam Indonesia. Karena dalam kurunuwakara tahun 1950 sampai
sebelum 7 Agustus 1953, ia belum menggunakan sisitmtdol Islam sebagai dasar
gerakannya.

Menurut Andi Wanua tengke dalam Syihabuddin (20881 selama kurun
waktu tiga tahun tersebut yaitu dari tahun 1950318&har Muzakkar merupakan

tokoh yang memperjuangkan Pancasila, namun setelbbrgabung dengan DI/TII
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Kartosoewirjo di Jawa Barat ia mulai mengubah idgoperjuangannya dan memilih
dijalan agama Alloh yaitu Islam. Dengan bergabumsgkahar Muzakkar dengan
DI/TII Kartosoewirjo di jawa Barat maka disusunlaebuah Konstitusi Negara
Republik Indonesia yang dikenal dengan naiRegam Makalua”, dinamakan
Makalua karena sesuai dengan tempat diadakannygmdstersebut.

Menurut C.V Dijk (1983:178), ketika menganalisis RBiagam Makalua
tersebut, ia menyatakan keheranannya karena pidaga®but berserta dokumen-
dokumen Darul Islam Abdul kahar Muzakakr lebih Eoynemuat mengenai pasal-
pasal yang mengatur kehidupan ekonomi, dan tiddeliemembahas mengenai
Negara Islam Indonesia ataupun pembahasan yanigmiercgenai konsep negara
Islam.

Dari pernyataan tersebut, B.J Boland dalam Syitidiou(2006:142) dengan
tegas menulis bahwa kemunculan gerakan Abdul aldoaekkar sebenarnya sangat
kecil kaitannya dengan cita-cita Darul Islam. lanambahkan bahwa faktor yang
mendorong gerakan tersebut menjadi besar adalablahakekecewaan dan rasa
kesal antara patriot Bugis-Makasar terhadap pejabatara yang datang dari daerah
lain. Barbara Sillar harvey (1989) berpendapat lzahstilah persaingan antara
perwira Minahasa dan Bugis memicu munculnya gerakadul kahar Muzakkar.
Sedangkan menurut Zainabun Harahap menyebutkanab&kior Psikologis dan
perbedaan suku yang menjadi latar belakang munawagakan ini.

Sehingga perlu ditegaskan lagi bahwa gerakan Akdodr Muzakkar pada

dasarnya sejak awal tidak dimaksudkan untuk memngegkan ide-ide Islam, karena
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baru pada tanggal 7 Agustus 1953 ia secara resngalmeng dengan DI/TII
Kartosoewirjo di jawa Barat maka dengan demikiamudailah pemikiran politik
Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemeaimtefdonesia. Namun sejalan
dengan hal tersebut, terdapat beberapa perbedagnnyandasar antara pemikiran
politik Kartosoewijo dan pemikiran politik Kahar Makkar.

Seperti yang kita tahu bahwa Kartosoewirjo mengikan Indonesia menjadi
Negara Islam Indonesia yang berbentuk Presideyeig pemerintahannya dipegang
oleh presiden sebagai kepalagara dan dibantu oleh menteri-menteri yang dipili
langsung oleh rakyat, dan Indonesia akan menjagiamaelslam (Al Chaidar,1420
H:96). Sedangkan Kahar Muzakkar lebih menginginkaianya kebebasan atau
otonomi daerah yang seluas-luasnya tanpa terlaturdoleh pusat sehingga kahar
Muzakkar lebih memilih agar Indonesia menjadi nag&ederal dengan hukum
Islam.

Menurut Syihabuddin (2006:121), bahwa Kahar Muzakkaemiliki
pemikiran mengenai konsep negara demokrasi Ind@ngsng tentunya berbeda
dengan konsep Negara Islam Indonesia yang digafgs Kartosoewirjo. Hal
tersebut dapat dilihat pula didalam buku yang ditoleh Kahar Muzakkar sendiri
yang berjudul Konsepsi Negara Demokrasi Indone$008). Didalam tulisannya
Kahar Muzakkar menamakan konsepsinya dengan iShlaimokrasi Sejati.

Gagasan Kahar Muzakkar tentang demokrasi ini bitsapahami dari istilah
Demokrasi Sejati yang ia pakai. la memberi nal@mokrasidengan tambahan kata

sejati, karena menurutnya kelangsungan sistem demokrasarusetya tidak
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berlandaskan kepentingan dan kekuasaan manusi&abekemua permasalahan
manusia tidak mungkin bisa diselesaikan dengannddiemanusia sendiri. Hal ini
dapat dipahami karena dalam demokrasi sejati tatdalai-nilai ketuhanan.

Dalam Syihabuddin (2006:144) terdapat penjelasarnwaa konsepsi
demokrasi sejati Abdul Akhar Muzakkar berbeda dangansepsi demokrasi tokoh-
tokoh lain yang pernah merumuskan ide mengenai Kesio Menurutnya,
demokrasi sejati Abdul Kahar Muzakkar bisa disetb@inokrasiteologi-normatif
Perbedaan arti demokrasi antara konsep Abdul Kdhazakkar dan tokoh nasionalis

lain, sebagai berikut :

Arti/definisi demokrasi | Definisi Demokrasi Abdul
tokoh nasionalis Indonesia Kahar Muzakkar
Dari Rakyat Tuhan/Allah
Oleh Rakyat Kalangan mayoritas
pemeluk agama d
Indonesia berdasarka
data faktual
Untuk Rakyat Rakyat

Bagand.1 perbedaan definisi demokrasi menurut Abdul Ké&harakkar

Unsur-Unsur

i

Sehingga dari uraian diatas dapat ditarik pularkpslan mengenai konsep

demokrasi Indonesia dalam pandangan Abdul Kahalakkar sebagai berikut:

Unsur-unsur Rumus_,an d_emokrasi t_okoh Rumusan Demokrasi
nasionalis Indonesia Abdul Kahar Muzakkar
Ideologi Pancasila Islam  murni  (Al-Quran
dan Al-Sunah)

Dasar Negara Pancasila Piagam Jakarta
Undang-Undang uubD 1945/ hukum Hukum-hukum Syariat
Nasional ketatanegaraan Islam
Sistem Tata negara Kesatuan Federal
Media Konstitusi/ABRI Militer Darul Islam/DI/TII
kompetisi/perjuangannya
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Partisipasi Seluruh warga negar@eluruh warga negara
Indonesia Indonesia dengan tetap
mengutamakan
kepentingan pemeluk
agama mayoritas
Pemimpin negara Sari  kalangan  wardzari kalangan mayoritas
negara di Indonesia pemeluk agama di
indonesia berdasarkan data
faktual

Bagan4.2 perbandingan rumusan demokrasi Abdul Kahar Muzakkar

Dari bagan diatas, Abdul Kahar Muzakkar menawarkserlu adanya
penegasan yang jelas bahwa kedaulatan dan kekuasatéak milik Tuhan yang
diamanahkan kepada manusia untuk dilaksanakan.labaidadukunya pun (Kahar
Muzakkar,2008:125-126) menjelaskan wujud kongksatas kedaulatan tuhan dan
pendelegasian amanah-Nya kepada manusia, sebagat be

(1)Tuhan berdaulat, tuhan berkuasa dan tuhan mempukegaulatan
hukum atas segala segi hidup manusia. Kedaulat&unihuuhan yang
diamanahkan kepada manusia berupa hukum pergailap h manusia di
muka bumi yang wajib dilaksanakan oleh manusiak lgaiongan manusia
yang memerintah maupun golongan manusia yang dtpari (2) golongan
manusia yang memerintah disedulil Amri atau pemerintah, memegang
amanah kekuasaan Tuhan, melaksanakan hukum Tulsusexhua manusia
yang ada dibawah perintahnya, dan memegang kebijaks pemerintahan
(belied Politic) atas negara, dan (3) golongan manusia yang dipkrin
dinamakan umat atau rakayat yang memegang amarrem Oan memegang
kekuasaan amanah kekuasaan Tuhan serta memegangkdeetaan
pemerintahankekuasaan belied politic)atas negara dalam melaksanakan
hukum kedaulatan tuhan. (Kahar Muzakkar,2008:125-12

Berdasarkan pernyataan diatas sangat jelas bahweefimegara yang digagas

oleh Kahar Muzakakr adalah Demokrasi Sejati, darygd uhan lah yang memiliki
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kekuasaan mutlak atas hukum manusia. Tommy Thompstam Syihabuddin
(2006:205) menambahkan bahwa cita-cita dan pribglul Kahar Muzakkar adalah
Islam yang murni yang berlandaskan Kitab suci Algpudan al-Hadist. Sehingga ia
menentang segala ideologi yang dibuat manusiardslsm.

Selain dasar atau alasan lain, Abdul Kahar Muzakkgpendapat pula bahwa
kelompok muslim di Indonesia adalah kelompok magersehingga tidak ada alasan
lagi bagi Islam untuk tidak menjadi dasar dari magai, dan tidak ada alasan pula
bagi agama-agama lain untuk kontra terhadap haKimiena penganut agama lain
selain Islam akan tetap dilindungi keberadaannghirgga untuk menunjang ide-ide
ini diperlukan bentuk negara yang memberikan ketemtbdagi daerahnya masing-
masing atau dengan kata lain adalah bentuk negdeadl Indonesia.

Pemikiran Kahar Muzakkar mengenai ideologi atauadasegara yang
berlandaskan Al-Quran dan Hadist ini dituangkandgéam suatu Undang-undang
RPIl (Republik Persatuan Islam Indonesia). Menwnhar Gonggong (1990:383)
bahwa, UUD RPII ini memiliki kelebihan dibandingkdangan lainnya yaitu :

1. Kedaulatan negara yang bersendi pokok pada Al-QaeiarAl-Hadist.

2. Cita-cita hidup negara berada diatas landasan mupl dan politik.

3. Kerangka negara yang menampakan keluhuran ajdm, immemelihara
semangat hidup negara dalam perjuangan mencapgarakat makmur,
tentram, demokratis, dan bahagia diatas landashump moral dan politik,
menggalang persaudaraan manusia dunia Islam

4. Susunan ketatanegaraan dalam ketatanegaraan wgalagh@ndingannya
diseluruh permukaan bumi.

Anhar Gonggong (1990:243) mempertegas pula bahwiatutisan dan

pemikiran Kahar Muzakkar adalah perlunya merubastesi ketatanegaraan
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Indonesia dan sistem ketatanegaraan dunia menujisaymiaraan. Sistem
ketatanegaran itu adalah negara federal dengamndedkan agama Islam, dan sistem

itulah yang dianggapnya sebagai sistem ketatanegaeng ideal.

4.3.3 Negar a Federal Indonesia

Keadilan menurut Abdul Kahar Muzakkar merupakanatisu dasar
terbentuknya suatu negara. Dan keadilan yang temgemenurutnya adalah keadilan
yang berpusat pada masalah hak dan kewajiban sebaggm negara. Dalam hal ini
ia mengaitkannya dengan masalah hubungan soskahdgga ia menggagas bentuk
negara federal Indonesia untuk membangun keaddeseliut (Anhar Gonggong,
1990:324).

Abdul Kahar Muzakkar tidak sepenuhnya berpendapahbwh politik
sentralisasi itu sesuatu yang buruk. Politik séisaai sebenarnya bisa menjadi jalan
keluar yang efektif dari ketidakjelasan dan konfhtoritas. Persoalan baru muncul
ketika orang mempersalahkan tingkat dari sentslistu sendiri. Meskipun
sebenarnya sentrarilsasi penuh aabsolutetidak mungkin diwujudkan oleh siapa
pun yang memegang kekuasaan. Maka sentralisasi b&ekembang menjadi
otoritas dan kekuasaan itu menjadi kekuasaan yalads demokratis lagi karena
terpusat hanya pada pemerintahan pusat saja. Reatmas sentralisasi kekuasaan
inilah yang ingin dirombak oleh Abdul Kahar Muzakkdengan gagasannya

mengenai negara federal Indonesia (Syihabuddir:266).
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Gagasan negara federasi ini sebenarnya bukan tgpafitk kekuasaan yang
didistribusikan ke daerah-daerah, tetapi yang lepénting adalah bagaimana
kekuasaan tersebut tersebar secara proposionadtieg £abang-cabang kekuasaan
yang ada. Sehingga penjabaran dari cabang-cabdugdean tersebut adalah ide
perlu dibentuknya negara-negara bagian diluar getatan pusat (Kahar Muzakkar,
2008:81).

Sebagai penjabaran dari konsepsinya tentang moelenqntahan yang
demokratis, Abdul Kahar Muzakkar mengusung ide ategt perlunya dibentuk
negara-negara bagian disamping pemerintahan pRsaterintahan pusat bercorak
presidential, yaitu pemerintahan yang dikepalaiholeresiden selaku kepala
pemerintahan atau kepala negara bersama dengan deatan pemerintahan
(kabinet) yang terdiri dari menteri-menteri yangdaung dipilih oleh rakyat secara
demokratis (Anhar Gonggong, 1990:383).

Sedangkan negara-negara bagian dikepalai oleh gaatdewan rakyat dan
dewan bangsa. Dewan rakyat ialah dewan yang meawakylat negara dengan batas
ketentuan jumlah yang ditetapkan untuk seorang lwakyat. Dewan bangsa, ialah
dewan yang mewakili masing-masing suku bangsa dagara bagian yang
bergabung dalam negara persatuan yang diwakili alehorang wakil setiap negara
bagian (Kahar Muzakkar,2008: 78).

Dalam hubungannya dengan ide pembentukan negai@anbagenurut Abdul

Kahar Muzakkar (2008:82) perlu dibuat standarisasuan sebagai pedoman
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pembentukan negara bagian tersebut. la menyebbikiawa negara-negara bagian
dapat dibentuk berdasarkan :
1. Menurut administrative indelingindonesia dimasa penjajahan Belanda.
Daerah-daerah tingkat provinsi di Jawa dan daeaahath tingkat
residensi di luar Jawa, dengan melalui syarat-syarsg ditentukan dalam
UUD negara atas itu, dapat dibentuk menjadi negagara bagian.
2. Daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang besartisigwa, Madura,
Pasundan, Aceh, Minangkabau, Batak, Dayak, Banjdgkasar,
Mikongga-Marunene, Toradja, Buton, Gorontalo, Miasdn Ambon,
Ternate, Irian Barat, dan lain-lain, dengan melgarhitungansjarat-
sjarat yang ditentukan dalam UUD negara atas itu, dapbenduk
menjadi negara-negara bagian.
3. Daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang keciardipulau Jawa,
ditambah dengan penduduk yang dipindahkan dariupdé&va, dengan
melalui perhitungan syarat-syarat yang ditentukalard UUD negara atas
itu, dapat pula dibentuk menjadi negara-negaraabagi
Selain itu, menurut Abdul Kahar Muzakkar negaraamadgagian dapat pula
ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antewsssku bangsa yang secara
historis-geografis mendiami wilayah-wilayah terteseperti : negara bagian Maluku
Utara, Sulawesi Tengah dan Utara, Irian Barat, Kal8elatan, NTT, NTB, Bugis
dan Makasar, Kalimantan Brata, sumatera Selatau, Mumatera Timur, Sumatera
Barat dan Tengah, Jawa dan Madura, Aceh dan Nebaan Pasundan
(Syihabuddin, 2006:140).

Menurut Abdul Kahar Muzakkar, masing-masing negégian dapat
merumuskan sistem pemerintahannya sendiri berdasadjaran agama dan
keyakinan masing-masing sesuai ketentuan UUD sebiaggkan pokok. Dengan

demikian, masing-masing golongan suku bangsa dagap secara bebas merdeka

dalam ikatan pemerintahan demokratis Indonesia.
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4.4 PENGARUH PEMIKIRAN POLITIK ABDUL KAHAR MUZAKKAR
4.4.1 Pengaruh Pemikiran Politik Abdul kahar Muzakkar Terhadap Gerakan
DI/TI1 di Sulawesi Selatan

Sejak tanggal 7 Agustus 1953, secara resmi Kahaiakkar dan pasukannya
benar-benar bergabung dengan gerakan DI/TIl Keetesp di Jawa Barat.
Sehingga pasukannya tidak lagi bernama Tentara Heam Rakyat (TKR)
melainkan berubah menjadi Tentara Islam Indone§l§. (Dan itu berarti telah
terjadi perubahan yang sangat mendasar dari gesak@ay dipimpinnya. Perubahan
yang dimaksud dijelaskan oleh Anhar Gonggong (1889: adalah perubahan yang
menyangkut kedalam dua hal yaitu : (1) Ideologagan dan (2) Tujuan gerakan.

Sehingga otomatis ketika Kahar Muzakkar dan pasukarebih memilih
ideologi Islam dibanding Komunis atau nasionalian doergabung dengan Darul
Islam Tentara Islam Indonesia pimpinan Kartoso@yimaka secara tidak langsung
Kahar Muzakkar harus mengikuti ide dan cita-citag/aigagas oleh Kartosoewirjo
yaitu terbentuknya Negara Islam Indonesia.

Namun Kholid O. Santosa (2009:201) melihat bahw#k&epernyataan
kesediaan Kahar Muzakkar untuk bergabung dengamul Dslam dan menerima
pengangkatannya sebagai Panglima Divisi Hasanuddmenyatakan pula bahwa ia
tidak dapat sepenuhnya mengabdikan diri terhadagafdelslam Indonesia yang
dikehendaki oleh Kartosoewirjo. Dalam hal ini pesulberpendapat bahwa
sebenarnya Abdul Kahar Muzakkar tidak sepenuhnyailike persamaan pemikiran

dengan Kartosoewirjo apalagi dalam hal konsep @ed@n pemerintahan Indonesia.
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Pendapat penulis di atas selaras dengan pendayddijk.(1983:175) yang
menyatakan bahwa hubungan antara gerakan Darol 8l&ulawesi Selatan dengan
di Jawa Barat tampaknya tidak begitu akrab. Tidd&nga tanda-tanda semacam
tuntutan Ideologi yang mendalam yang diberikan ¢&oéwirjo terhadap Darul Islam
di Sulawesi Selatan. C.V Dilk memperjelas pula @gengenyatakan bahwa Kahar
Muzakkar pun sepertinya tidak menilai tinggi konpefitik Negara Islam Indonesia
yang digagas oleh Kartosoewirjo.

Dengan demikian, gerakan Abdul Kahar Muzakkar imilgp dasarnya sejak
awal tidak dimaksudkan untuk memperjuangkan iddstien. Bahkan dalam rentang
waktu 1950-1965 selama gerakannya berlangsungahdagm kurun waktu antara
Agustus 1953 sampai dengan 1960, Abdul Kahar Mumaklertindak atas nama
Negara Islam Indonesia. Karena dalam kurun waktiarantahun 1950 sampai
sebelum 7 Agustus 1953, ia belum menggunakan sisiblol Islam sebagai dasar
gerakannya.

Sehingga hanya dalam kurun waktu 7 (1953-1960) ntakaja Kahar
Muzakkar dan pasukannya dikatakan bertindak atasandegara Islam Indonesia
(NIl) dan selanjutnya banyak sumber yang mengatdbamva telah terjadinya
pertentangan antara Kartosoewirjo sebagai imam glampinan tertinggi gerakan
DI/TIl dengan Kahar Muzakkar yang merupakan pemmmpil/TIl di Sulawesi
Selatan. Anhar Gonggong (1990:381) menjelaskan aakevetakan yang terjadi

antara tahun 1960an ini diperoleh dari salah sgo@@mimpin DI di Sulawesi
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Selatan, yaitu Letkol Kahar Muang yang menyatakamnMa Kahar Muzakkar sudah
lama dipecat oleh Kartosoewirjo.

Hal ini bagi penulis merupakan sebuah bukti bahweaiang sudah dari awal
Kahar Muzakkar dan Kartosoewirjo mempunyai ide d#a-cita yang berbeda
mengenai konsep Negara Indonesia, walaupun same-bandeologi Islam. Dan
analisis penulis bahwa pertentangan ini terjadvatkperbedaan tersebut.

Jika informasi ini benar bahwa Kahar Muzakkar teldipecat oleh
Kartoseowirjo pada tahun 1960an maka jelas alasdraikKuntuk bergabung dengan
PRRI/PERMESTA tahun 1960an. Dengan membentuk RépBblsatuan Indonesia
(RPI) Dan hal ini bisa dijadikan alasan bagi Katatuk mencari bantuan dari selain
DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat. Namun ketika lieerusaha untuk bergabung
dengan PRRI ternyata ia tidak bisa mengandalkanl R&Rna tidak lama setelah itu,
banyak tokoh-tokoh PRRI menyerahkan diri kepadauBkpsehingga situasi seperti
ini membuka peluang bagi Kahar Muzakkar untuk merghjalannya sendiri untuk
mencapai tujuan perjuangnya selama ini.

Sehingga dari gambaran diatas jelas terlihat pehgdari pemikiran politik
Abdul Kahar Muzakkar terhadap gerakan DI/TII di&wsi Selatan yaitu dengan isu
dipecatnya Kahar dari DI/TIl oleh imam Kartosoewirdan berusaha untuk
memperjuangkan pemikirannya sendiri dengan memkeRMIl yaitu Republik
Persatuan Islam Indonesia. Karena memang sejakadal Kahar menginginkan
bentuk negara federal yang terdiri dari negara+r@efagian, bukan bentuk negara

kesatuan yang digagas Kartosoewirjo.
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Sesuai dengan penjelasan dari Anhar Gonggong (3890: bahwa
pembentukan Republik Persatuan Islam IndonesialRRerupakan wujud dari
perbedaan antara Kartosoewirjo dan Kahar Muzakkahwa RPII bukan NiIl.
Walaupun Van Dijk, menjelaskan bahwa Kahar Muzakkamproklamasikan RPII
hanyalah sebuah kekurang komunikasinya antara DdirlSulawesi Selatan dan
Jawa Barat.

Analisis penulis lebih setuju dengan pendapat Anfmggong yang
menjelaskan bahwa RPII bukanlah NIl. Karena Kdkbith cenderung memiliki
pemikiran yang berbeda dengan Kartosoewirjo, sgainketika Kahar tidak lagi
bergabung dengan DI/TIlI Kartosoewirjo maka untuknorgukan perbedaan tersebut
maka Kahar memproklamirkan adanya RPIIl. Menurutupgn arti dari Republik
Persatuan dari kepanjangan RPIl ini merupakan asiliklari bersatunya negara-
negara bagian dalam suatu negara Republik Islam.

Walaupun Kahar Muzakkar tidak lagi bersama-samaalerKartosoewirjo,
tetapi ideologi Islam tetap menjadi dasar dari p@@mn Kahar Muzakkar. Secara
tegas Anhar gonggong (1990:389) menjelaskan bahateikMuzakkar menolak dua
proklamasi penting di negeri ini, baik yang diwlfad pada tanggal 17 Agustus
1945 oleh Soekarno dan Hatta, ataupun yang dipr@d&an pada tanggal 7
Agustus 1949 oleh Kartosoewirjo, maka Kahar Muzakkalangkah sendiri dengan
bentuk negara yang ditujunya yaitu, Khilafah, Régpuberdaulat berdasarkan Al-

Quran dan Hadist.
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Setelah mendirikan RPIl pada tanggal 14 Mei 1962kanAbdul kahar

Muzakkar membentuk sebuah Kabinet RPII yang suswaarfAnhar Gonggong,

1990: 394):
1. Menteri pertahanan : Gerungan
2. Menteri Muda pertahanan : Sanusi Daris
3. Menteri Kehakiman : H. Djunaidi Sulaiman
4. Menteri Keuangan : H. Djunaidi Sulaiman
5. Menteri Penerangan : Soemarsono
6. Menteri Pendidikan : H. Abdul Rahcman Ambo Dalle
7. Menteri Muda Pendidikan : B.S. Baranti

Masih menurut Anhar Gonggong (1990: 394), dalanusais pemerintahnya,
Kahar Muzakkar menyebutkan adanya jabatan Ajudawleial dan Ajudan yang
masing-masing di duduki oleh Chaidir Achmad dan ArBedangkan untuk Abdul
Kahar Muzakkar sendiri pastinya sebagai Pejabdbakdn atau Kepala Negara RPII.

Sehingga dari penjelasan diatas, sangat jelashaerfiekali pengaruh dari
pemikiran Kahar Muzakkar terhadap gerakan DI/TISdlawesi Selatan. Kahar lebih
mengutamakan ide dan pemikirannya walaupun harysasledari DI/TII
Kartosoewirjo di Jawa Barat. Walaupun tidak banyalkg tahu tentang hal ini
namun fakta membuktikan bahwa semenjak tahun 19&2drar Muzakkar dan
pengikutnya sudah tidak lagi bersama dengan DI/K#rtosoewirjo, sampai

kematiaannya pada tanggal 3 Februari 1965.
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442 Pengaruh Pemikiran Politik Abdul Kahar Muzakkar Terhadap

Masyar akat Sulawes Selatan

Keberlangsungan gerakan DI/TIl di Sulawesi Selgtamgy merupakan bagian
dari langkah pemikiran Abdul Kahar Muzakkar tentulmmenimbulkan berbagai
akibat baik itu dalam bidang politik, sosial, budagkonomi dan bahkan juga moral.
Akibat yang ditimbulkan jelas berakibat terhadapdisi dan situasi serta masyarakat
Sulawesi Selatan khususnya dan umumnya untuk $elutayah Indonesia.

Permulaan pertentangan Abdul Kahar Muzakkar div&esa Selatan adalah
ketika permasalahan gerilyawan yang akan masuk S8PRdmun ditolak oleh
Kawilarang. Jika saja ia menerima penolakan tetsemaka tidak akan ada
pertentangan berkelanjutan di Sulawesi Selatarapigika pun Kahar Muzakkar
pada saat itu menolak keputusan Kawilarang danaberg dengan KGSS, tetapi
pertentangan itu seharusnya cepat selesai ketikerKisluzakkar mau berunding
dengan APRIS dan berusaha mengakhiri pertentangadeygan pemerintah dan
tidak bergabung dengan DI/TIlI Kartosoewirjo di JaBarat maka pertentangan ini
tidak akan berlarut-larut sampai 15 tahun.

Namun semua telah terjadi, dan fakta membuktikdawbaKahar Muzakkar
tidak hanya sekedar menginginkan sebuah JabataladidAPRIS melainkan ia
memiliki sebuah pemikiran politik mengenai konsepgara dan pemerintahan
Indonesia yang menurutnya paling ideal. Pemikirangyia impikan pastinya pada

saat itu bertentangan dengan konsep negara darripg&han Indonesia yang sudah
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ada sehingga menimbulkan pertentangan yang lehih j@engan pemerintah.
Sehingga ia akhirnya dinyatakan sebagai pemberai@aknusuh negara.

Dalam kaitannya dengan pengaruh pemikiran polifkd# Kahar Muzakkar
terhadap masyarakat Sulawesi Selatan. Anhar Gongg@®90: 400) menyatakan
dengan tegas bahwa dampak atau pengaruh dari pamigolitik Abdul Kahar
Muzakkar terhadap masyarakat Sulawesi Selatan ladalmbuat keadaan dan
kondisi Sulawesi Selatan pada saat itu menjadi lLkaB&simpulan ini diperjelas
bahwa kurang lebih selama 15 tahun, Sulawesi $etaémgalami kekacauan hampir
disegala aspek kehidupan.

Disiplin negara yang dalam hal ini melaksanakan iagtnasi kehidupan
bernegara yang seharusnya berdasarkan atas aturan-administrasi yang telah
dibuat oleh lembaga-lembaga negara, tidak bisaalberjsebagaimana mestinya,
penataan pemerintah tidak berjalan dengan baikd&aa yang demikian makin
melumpuhkan jalannya pemerintahan di Sulawesi &eld®emerintahan di daerah
Sulawesi Selatan dapat dikatakan tidak ada yangl&ersecara normal. Krisis
pemerintahan didalam suatu daerah juga karena agmentangan di dalam daerah
tersebut (Anhar Gonggong, 1990: 403).

Kemacetan pemerintahan pada hampir semua daer&ulalivesi Selatan,
dengan sendirinya akan memberikan pengaruh padz damnya, terutama pada
aspek ekonomi. Tidak mudah juga bagi pemerintahanatl daerah di Sulawesi
Selatan untuk mengatur kehidupan perekonomianmmyank secara de Facto sumber-

sumber perekonomian tersebut dikuasai oleh "pertaériNIl di daerah tersebut”.
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Seperti komoditi utama Sulawesi selatan adalah Bdem Kopra. Kedua sumber
perekonomian ini dikuasai oleh DI/TIl karena memamegmanaman padi dan kopra
berada dipedalaman.

Penguasaan sumber ekonomi dipedalaman oleh NIl penyebabkan
masyarakat harus menyingkir ke daerah-daerah laiukumenghindari kekacauan
dan kesulitan hidup dipedalaman. Jika pun merek&alen dan mencoba untuk
bertahan hidup dipedalaman, pasti hasil bertaniekeetharus diserahkan kepada
pemerintahan NII.

Selain keadaan ekonomi yang kacau, hal yang penyiagg sangat
berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat Sul@e&dan adalah keadaan sosial,
ketentraman dan keamanan masyarakat pada perisébue Satu hal yang penting
yang memprihatinkan, terutama untuk daerah-daeetalaman adalah masalah
pendidikan. Dapat dikatakan bahwa bidang ini culenlantar pada saat itu.

Demikianlah dari uraian diatas, nampak bahwa peigatari pemikiran
politik Kahar Muzakkar adalah terjadinya perten@mgantara Kahar Muzakkar
dengan pemerintah di- Sulawesi Selatan. Pertentangasangat mempengaruhi
situasi dan kondisi masyarakat Sulawesi Selataamselkurang lebih 15 tahun.
Berlangsungnya gerakan DI/TIl Kahar Muzakkar di&®dsi Selatan ini sangat
mempengaruhi dan berdampak negatif diberbagai pid@hidupan. Bukan hanya
karena tekanan dari operasi-operasi militer yargkdkan oleh pasukan-pasukan
Republik Indonesia, melainkan juga disebabkan dlehdaan yang berkembang

didalam gerakan DI/TIl sendiri (Anhar Gonggong, 09912).
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Dalam sub bab ini kita bisa melihat gambaran babkbat yang dilahirkan
dari gerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatantidak hanya menimpa para
pendukungnya saja, melainkan dan terutama menimlpgatr kecil yang memang
tidak berdaya dan tidak berdosa. Selain itu, amalcausia anak sekolah yang
seharusnya hidup tenang dengan pendidikan yang jaga merasakan kepedihan
ini. Sebuah akibat yang melahirkan penderitaan yanggkin masih terasakan oleh

sebagian masyarakat Sulawesi Selatan yang masip békarang ini.



